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ABSTRACT 
 
Bambang Nurdiansyah E12107603, Human Resource Development through 
Education dan Training in Mamuju’s Secretariat Office, West Sulawesi 
Province. 
 
Form of a good government is that establishing good governance system or more 
popular with the term Good Governance, where government is expected to give 
better service, kindly, informative and righteous to society. As basically 
government duties are to serve and regulate society. For the last years many 
opinions have grown in society related to government implementation and 
regional development especially when autonomy has started and shown there is 
society demand in order for establishing democratic, neutral, professional, 
efficient, effective, righteous, open minded, participative of government 
apparatus, also response and care to society aspiration       
 
Thereby, we can take a conclusion the apparatus is the most vital thing to 
influence governing implementation. Therefore implementation of general 
government tasks needs to be improved and regional development should be 
harmonized with regional government policy. As a whole term, the employing of 
regional apparatus do not only have meaning to improve capacity, but also 
apparatus accountability  
 
This study aims to determine how the state government personnel resources in the 
Office of the District Secretariat Mamuju and How the development and 
optimization capabilities of government officials in the office of the district 
secretariat of Mamuju  and what is the factor of constrain and also the factor to 
support the quality optimization of the resources of government officials of the 
district secretariat Mamuju. By using quantitative methods that are descriptive by 
using techniques of data collection through questionnaires, interviews, and 
observations. 
Based on the research result, we can conclude that the Human Resource 
Development especially for the officials at District Secretariat Mamuju Office 
have already been appropriate based on the general mechanism, starting from the 
selection system, education and training, the development of dicipline and carrier, 
and also the program for their human resource. In general, the implementation of 
human resource development, especially officials at District Secretariat Mamuju 
Office has been implemented. 
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ABSTRAK 
 
Bambang Nurdiansyah E12107603, Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Di Kantor Sekretariat Kabupaten Mamuju  
 
Wujud dari pemerintahan yang baik adalah terwujudnya tata pemerintahan yang 
baik atau lebih populernya dengan istilah Good Governance, dimana pemerintah 
diharapkan mampu memberikan pelayanan secara baik, ramah, informative serta 
adil kepada masyarakat. Karena pada dasarnya tugas pemerintah adalah melayani 
(services) dan mengatur (regulatory) masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir 
ini banyak wacana yang berkembang ditengah masyarakat menyangkut 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya ketika 
otonomi mulai digulirkan bahwa adanya tuntutan masyarakat agar terwujudnya 
aparatur pemerintah yang demokratis, netral, professional, efisien, efektif, 
berkeadilan, terbuka, partisipatif, serta tanggap dan peduli terhadap aspirasi 
masyarakat.  
  
Dengan demikian kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa aparatur merupakan 
hal paling vital dalam mempengaruhi  penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab 
itu perlu untuk dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas 
umum pemerintahan dan pembangunan di daerah yang tentu saja 
diharmonisasikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Secara keseluruhan 
pemberdayaan sumber daya aparatur daerah bukan saja bermakna meningkatkan 
kapasitas (capacity building), tetapi juga akuntabilitas (accountability) aparatur 
dalam arti yang luas. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi sumber daya 
aparatur pemerintah di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju serta 
Bagaimana pengembangan dan optimalisasi kemampuan sumber daya aparatur 
pemerintah di kantor sekretariat kabupaten Mamuju dan Faktor-Faktor apa saja 
yang menghambat dan mendukung optimalisasi kualitas sumber daya aparatur 
pemerintah di kantor sekretariat kabupaten Mamuju. Dengan menggunakan 
metode kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengembangan 
Sumber Daya Manusia khususnya aparat dilingkungan Sekretariat Kabupaten 
Mamuju telah merujuk pada mekanisme yang berlaku secara umum mulai dari 
system seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir dan disiplin, 
hingga ke program sumber daya manusianya. Secara umum pelaksanaan 
pengembangan sumber daya manusia khususnya aparatur di Kantor Sekretariat 
Daerah Kabupaten Mamuju telah dilaksanakan dengan baik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang 
      Dewasa ini tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa dunia semakin kompleks dan 
menuntut suatu tatanan baru. Dunia telah memasuki zaman globalisasi dimana 
kebutuhan akan ilmu pengetahuan , teknologi dan informasi tidak bisa lagi 
dibatasi oleh ruang dan waktu. Kebutuhan yang semakin kompleks itulah yang 
diharapkan oleh masyarakat  dapat dipenuhi oleh pemerintah. 
       Wujud dari pemerintahan yang baik adalah terwujudnya tata pemerintahan 
yang baik atau lebih populernya dengan istilah Good Governance, dimana 
pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan secara baik, ramah, 
informative serta adil kepada masyarakat. Karena pada dasarnya tugas pemerintah 
adalah melayani (services) dan mengatur (regulatory) masyarakat. Pada era 
reformasi sekarang pemerintah diharapkan mampu mendahulukan kepentingan 
publik diatas kepentingan yang lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan  
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor sumber daya  aparatur 
pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
     Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak wacana yang berkembang ditengah 
masyarakat menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 
khususnya ketika otonomi mulai digulirkan bahwa adanya tuntutan masyarakat 
agar terwujudnya aparatur pemerintah yang demokratis, netral, professional, 
efisien, efektif, berkeadilan, terbuka, partisipatif, serta tanggap dan peduli 
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terhadap aspirasi masyarakat dimana aparatur pemerintah merupakan kunci dari 
keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparatur negara yang diatur dalam 
Undang-undang Kepegawaian No. 43 tahun 1999 yang merupakan perubahan dari 
Undang-undang No. 8 tahun 1974 pada pasal 3 ayat 1 di tegaskan bahwa: 
“pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang     
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan dan pembangunan”. 
      Dengan demikian kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa aparatur 
merupakan hal paling vital dalam mempengaruhi  penyelenggaraan pemerintahan. 
Pegawai negeri sebagai aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat 
diharapkan dapat memberikan  pelayanan secara adil dan merata kepada 
masyarakat. Wujud dari aparatur pemerintah yang mampu melaksanakan tugas 
secara professional dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah,  tentunya diharapkan bebas dari 
unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka dari itulah juga keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintah didaerah sebagai bagian integral dari system 
pembangunan nasional, terutama bila diukur dari derajat keterlibatan warganya 
dalam penyelemggaraan tersebut, penyelenggaraan daerah tanpa adanya 
partisipasi masyarakat tidak dapat disebut berhasil sekalipun mungkin daerah 
tersebut telah maju dan mandiri. 
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      Dengan demikian perlu untuk dilakukan penyempurnaan dalam 
penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah 
yang tentu saja diharmonisasikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Bidang 
sumber daya aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan 
diharapkan dapat mengembangkan sistem perencanaan sumber  daya aparatur 
pemerintah sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah, dan 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di era reformasi seperti sekarang 
ini. 
           Secara keseluruhan pemberdayaan sumber daya aparatur daerah bukan saja 
bermakna meningkatkan kapasitas (capacity building), tetapi juga akuntabilitas 
(accountability) aparatur dalam arti yang luas. Maka dari itu Mamuju sebagai ibu 
kota Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan Provinsi termuda di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sangat di tuntut memiliki aparatur pemerintah yang 
memiliki keahlian dan profesionalisme guna dapat mengelola serta 
mengembangkan potensi yang dimiliki daerah tersebut demi pencapaian cita-cita 
daerah itu sendiri dan cita bangsa Indonesia dengan jalan peningkatan kualitas 
sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur pemerintah di daerah tersebut. 
Sebagai daerah otonom yang perlahan demi perlahan mulai berlkembang dalam 
segala bidang khusunya di bidang pemerintahan, Kabupaten Mamuju di tuntut 
berusaha untuk meningkatkan serta menjaga profesionalisme, dan bukan hanya itu 
restrukturisasi kelembagaan pemerintah Kabupaten Mamuju haruslah sesuai 
dengan aturan perundang-undangan dimana mengacu pada PP Nomor 41 tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti  oleh 
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Permendagri No 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan perangkat 
daerah, hal ini dilakukan agar lembaga yang ada tidak tumpah tindih.  
      Akan tetapi situasi dilapangan ternyata menimbulkan pertanyaan dari berbagai 
pihak dimana terjadi beberapa masalah yg timbul dan bahkan berusaha untuk 
mempertanyakan kapasitas sumber daya apatur yang ada, karena seperti kita 
ketahui bersama bahwa aparatur pelaksana yang baik merupakan faktor yang 
esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, aparatur merupakan pelaku 
dan penggerak dalam proses mekanisme pemerintah tersebut supaya berjalan 
dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Maka 
aparatur pelaksananya harus pula baik, aparatur yang baik adalah aparatur yang 
memiliki kemampuan/kecakapan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-
tugasnya. Kualitas/kemampuan aparatur pemerintah akan tercermin melalui cara 
melayani, mengayomi, serta menunjukkan prakarsa dan peran aktif masyarakat 
dalam pembangunan serta tanggap terhadap aspirasi rakyat. 
      Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis 
kemampuan sumber daya aparatur pemerintah di Kabupaten Mamuju, yang 
merupakan salah satu daerah otonomi dan merupakan ibukota dari Provinsi yang 
baru terbentuk yaitu Provinsi Sulawesi Barat, yang dimana aparat pemerintahnya 
dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan fungsi dan 
tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut maka 
penulis mengangkat sebuah judul yaitu : “Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan di kantor sekretariat kabupaten 
mamuju”. 
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1.2.Rumusan Masalah 
      Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah : 
1. Bagaimana kondisi sumber daya aparatur pemerintah di kantor sekretariat 
kabupaten Mamuju? 
2. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan 
pelatihan pada kantor sekretariat kabupaten Mamuju? 
 
3. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung optimalisasi 
kualitas sumber daya aparatur pemerintah di kantor sekretariat kabupaten 
Mamuju? 
 
1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian 
1. Maksud Penelitian 
      Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisa sumber daya 
aparatur pemerintah di sekretariat kabupaten Mamuju. 
2. Tujuan Penelitian 
      Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi sumber daya aparatur pemerintah  di 
kantor sekretariat kabupaten Mamuju. 
2. Menganalisis sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan  di 
kantor sekretariat kabupaten mamuju  
16 
 
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan 
menghambat optimalisasi sumber daya aparatur di kantor sekretariat 
kabupaten Mamuju. 
1.4.Manfaat Penelitian/Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Praktis 
      Kegunaan Praktis dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai bahan 
masukan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mengetahui sejauh mana 
tingkat sumber daya aparatur pemerintah di sekretariat kabupaten Mamuju, 
kemudian dapat dijadikan dasar untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan 
dimasa yang akan datang. 
 2. Kegunaan Akademis 
      Kegunaan akademis dari penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan 
nilai tambah bagi penelitian ilmiah selanjutnya dengan pokok bahasan yang sama 
sehingga penelitian-penelitian yg selanjutnya bisa lebih baik dan lebih berkualitas 
sehingga dapat bermamfaat bagi dunia ilmu pengetahuan. 
3.Kegunaan Metodologis 
      Kegunaan metodologis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi 
para peneliti lain yang tertarik mengambil judul dan topik yang sama. 
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1.5.Kerangka Konsep 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
7.Metode Penelitian 
 
1.6.Metode Penelitian 
1. Tipe dan Dasar Penelitian 
      Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian 
Deskriptif, dimana tipe penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 
untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) 
tanpa membuat perbandinganatau menghubungkan antara variabel satu dengan 
variabel yang lain.  
PENGEMBANGAN SDM DALAM ERA 
OTONOMI DAERAH 
Landasan pelaksanaan : 
1. UU No. 12 Tahun 2008 tentang 
Otonomi Daerah 
2. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI : 
 Penghambat 
 Pendukung 
USAHA-USAHA PENGEMBANGAN SDM : 
1. Pendidikan dan Pelatihan 
2. Pengembangan Karir dan Disiplin 
3. Motivasi 
4. Perpindahan (Mutasi) 
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      Selain itu, penelitian Deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan 
suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat 
sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif 
tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti Oleh Karena itu, penulis 
menggunakan tipe penelitian Deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi 
gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan di 
kantor sekretariat kabupaten mamuju sedangkan dasar penelitiannya adalah 
wawancara dan kosioner kepada narasumber/informan dengan rumusan masalah. 
2. Lokasi Penelitian 
      Lokasi penelitian akan dilakukan di kantor sekretariat Kabupaten Mamuju 
yang dimana didalamnya terdapat para aparatur pemerintah yang memiliki fungsi, 
tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintah 
daerah yang berperan membantu bupati dalam dalam menjalankan pemerintahan 
di daerah. 
1.6 Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Lapangan 
      Dalam Penelitian lapangan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 
 Observasi  
      Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 
informasi yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap 
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peristiwa-peristiwa itu bisa merekam, mendengarkan, merasakan yang kemudian 
dicatat / ditulis secara obyektif. 
      Observasi terkait dengan judul yang akan diteliti adalah kegiatan pengamatan 
terhadap analisis pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini adalah 
aparatur pemerintah di kantor secretariat kabupaten Mamuju. 
 Wawancara 
      Wawancara adalah bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dan 
responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan 
tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang 
melengkapi kata secara verbal. 
      Wawancara dilakukan dengan cara berstruktur (berpedoman) yang didasarkan 
pada kenyataan atau daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan 
diteliti, sehingga dalam proses wawancara nantinya tidak akan melenceng dari 
tema yang akan diteliti. 
 Kuesioner 
      Kusioner Yaitu berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang ditentukan  oleh 
seorang penulis dalam upaya mendapatkan data keterkaitan peningkatan kualitas 
aparatur dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok aparatur yang ada pada lokasi 
penelitian. 
2. Populasi dan Sampel 
20 
 
      Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur  yang berstatus PNS di 
Sekretariat Kabupaten Mamuju. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah 
dengan  teknik random sampling dengan jumlah 20 % dari populasi yang ada. 
Selanjutnya akan dilengkapi dengan sejumlah informan dan responden, adapun 
jumlah informan dan responden sebagai berikut : 
a) Informan  
1. Sekretaris daerah kabupaten Mamuju 
b) Responden 
1. Bagian pemerintahan 
2. Bagian umum 
3. Bagian organisasi dan tata laksana 
4. Bagian hukum 
5. Bagian keuangan 
1.7.Analisis Data 
Untuk mendapatkan hasil yang yang obyektif dalam penelitian ini, maka data 
yang didapatkan dilapangan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif dan 
kuantitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian 
dari sejumlah data-data yang telah diperoleh di lapangan selama penelitian 
berlangsung 
1.9.Definisi Operasional 
      Analisis pengembangan sumber daya manusia dilingkup kantor Sekretariat 
Kabupaten Mamuju adalah suatu proses pengungkapan masalah terhadap 
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pengembangan aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai negeri sipil di lingkup 
kantor Sekertariat Kabupaten Mamuju.  
      Setelah menguraikan beberapa konsep dalam hal yang berhubungan dengan 
kegiatan penelitian ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan 
dalam penelitian ini : 
1. Kondisi sumber daya  aparatur pemerintah adalah gambaran tentang 
keadaan aparatur pemerintah di Kantor sekertariat kabupaten Mamuju, 
dengan indikator : 
 Jumlah pegawai 
 Tingkat pendidikan formal 
 Kesesuaian unit kerja dengan latar belakang pendidikan 
 Usia dan jenis kelamin 
2. Pendidikan dan Pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
instansi untuk memperbaiki mutu, pengembangan sikap, tingkah laku, 
keterampilan pegawai sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada 
organisasi tersebut. 
Indikator pendidikan dan pelatihan sebagai berikut :  
 Hubungan dengan analisis pekerjaan 
 Motivasi  
 Materi diklat 
 Pelatih 
 Metode diklat 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya aparatur terhadap 
efektivitas kerja. Faktor-faktor tersebut, apakah faktor pendukung dan 
faktor penghambat yang didefenisioperasionalkan sebagai dimensi internal 
dan eksternal dalam peningkatan sumber daya aparatur, dengan indikator :  
 Sarana dan prasarana 
 Kualitas dan kuantitas sumber daya aparat 
 Struktur organisasi 
 Kedisiplinan 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia  
II.1.1. Definisi Pengembangan Sumber Daya Manusia  
a. Definisi Sumber Daya Manusia  
      Nawawi (2001:43) mengemukakan bahwa terdapat tiga pengertian sumber 
daya manusia, yaitu:  
1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu 
organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau pegawai).  
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi 
dalam mewujudkan eksistensinya.  
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi 
sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat 
mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam 
mewujudkan eksistensi organisasi.Sumber daya manusia memiliki peranan yang 
sangat penting dalam mewujudkan organisasi yang ideal dan memenuhi standar 
mutu yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk mencapai standar mutu tersebut, 
maka harus diciptakan situasi yang mendukung. Perhatian dan pengkajian 
terhadap sumber daya manusia haruslah terus berkembang dan berubah, seirama 
dengan dinamika kehidupan manusia.  
 
b. Definisi Pengembangan  
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Menurut Henry Simamora (2001:143) mengemukakan definisi pengembangan, 
yaitu:  
Pengembangan adalah penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang 
berbeda atau lebuh tinggi dalam organisasi. Pengembangan biasanya berkaitan 
dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan 
untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik.  
Malayu S.P. Hasibuan (2000:68) mengemukakan bahwa:  
Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 
teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan 
pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. 
c. Definisi Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pengembangan SDM (development personnel) pada dasarnya merupakan kegiatan 
terpadu yang dilakukan manajemen dalam rangka meningkatkan nilai tambah 
pegawai guna meningkatkan produktivitas organisasi dan sekaligus dalam rangka 
mempersiapkan pegawai untuk melaksanakan tugas pada jenjang yang lebih 
tinggi.  
Menurut Wahyudi (1996) bahwa:  
Kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia 
(development of personnel) ini bertujuan untuk meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang telah dimiliki, sehingga 
tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
Sedangkan Nedler (2005:13) mengemukakan bahwa:  
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Pengembangan sumber daya manusia sebagai pengalaman belajar yang 
diorganisir pada periode waktu tertentu untuk menentukan kemungkinan 
perubahan kinerja atau secara umum meningkatkan kemampuan individu. 
Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan peningkatan kemampuan 
pengetahuan, keterampilam dan sikap individu yang diwujudkan dalam bentuk 
kinerja. 
Canada Internasional Development Agency (Gomes, 2000:3) mengatakan bahwa 
pengembangan sumber daya manusia menekankan manusia sebagai alat maupun 
tujuan akhir pembangunan. Dalam jangka pendek, dapat diartikan sebagai 
pengembangan pendidikan, pelatihan untuk memenuhi kebutuhan teknik, 
kepemimpinan tenaga kerja administrasi, dan upaya ini ditunjukan kepada 
kelompok sosial untuk memudahkan mereka terlihat dalam sistem sosial ekonomi 
di negeri itu. 
II.1.2. Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi sudah merupakan 
kebutuhan dikarenakan tuntutan dinamika lingkungan, perkembangan teknologi 
maupun persaingan bisnis yang terus berjalan.  
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Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Hasibuan (1994:75) bahwa: 
“pengembangan karyawan ini dirasa semakin penting manfaatnya, karena tuntutan 
pekerjaan atau jabatan, sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya 
persaingan diantara perusahaan yang sejenis”.10  
Pernyataan senada dikemukakan oleh Heldjaracman (1991) bahwa sesudah 
karyawan diperoleh, sudah selayaknya kalau mereka dikembangkan. 
Pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan melalui latihan 
(training), yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Kegiatan 
ini makin menjadi penting karena berkembangnya teknologi dan makin 
kompleksnya tugas-tugas pemimpin.  
Proses pengembangan sumber daya manusia dimulai dengan perencanaan 
strategik organisasi yang menetapkan tempat kegiatan usaha akan diadakan, dan 
banyaknya sumber yang dibutuhkan. Dengan kata lain bahwa titik awal program 
sumber daya manusia terletak pada rencana strategi organisasi yang dialihkan ke 
rencana sumber daya manusia tentang berapa banyak dan jenis tenaga kerja yang 
dibutuhkan pada masa yang akan datang. Ini berarti peran strategis pengembangan 
sumber daya manusia selayaknya dimulai dengan analisis kompetensi sumber 
daya manusia saat ini, kemudian membandingkannya dengan kebutuhan.  
Untuk menentukan secara tepat kebutuhan pengembangan SDM diperlukan 
sekurang-kurangnya tiga analisis sebagaimana dikemukakan oleh Goldstein dan 
Bukton (Anwar Prabu, 2000) yaitu: 
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1. Organizational analysis.  
Analisis organisasi adalah suatu analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk 
menjawab pertanyaan tentang bagian mana dari organisasi yang harus 
dikembangkan? Untuk hal tersebut cara yang dapat ditempuh adalah dengan 
mengadakan survei mengenai sikap pegawai terhadap kepuasan kerja, persepsi 
pegawai, dan sikap pegawai dalam administrasi. Selain itu dapat juga 
memanfaatkan turn over, absensi, kartu pelatihan, daftar kemajuan pegawai dan 
data perencanaan pegawai.  
2. Job or task analysis.  
Analisis tugas adalah suatu analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk 
menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dipelajari para peserta agar dapat 
melaksanakan tugas secara efektif. Analisis ini merupakan dasar bagi 
pengembangan program pelatihan kerja. Sebagaimana suatu program pelatihan 
dimaksudkan adalah untuk membantu pegawai meningkatkan pengetahuan, skill, 
dan sikap terhadap suatu pekerjaan.  
3. Person analysis.  
Analisis orang adalah suatu analisis dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan 
tentang siapa yang harus dikembangkan. Untuk hal tersebut, maka peranan 
penilaian kinerja menjadi dasar yang pokok bagi penentuan orang-orang yang 
harus dikembangkan oleh organisasi/perusahaan. Menurut Anwar Prabu (2000:47) 
bahwa analisis orang/pegawai “difokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan 
training 
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bagi pegawai yang bekerja pada jobnya. Kebutuhan training pegawai dapat 
dianalisis secara individu maupun kelompok”.11  
Dalam rangka pengembangan tenaga kependidikan, Hasibuan (2003:70) 
mengemukakan beberapa tujuan dari pengembangan sumber daya manusia, 
diantaranya meliputi:  
1. Meningkatkan produktivitas kerja,  
2. Meningkatkan efisiensi,  
3. Mengurangi kerusakan,  
4. Mengurangi tingkat kecelakaan karyawan,  
5. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik,  
6. Moral karyawan lebih baik,  
7. Kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan semakin besar,  
8. Technical skill, human skill, dan managerial skill semakin baik,  
9. Kepemimpinan seorang manajer akan semakin baik,  
10. Balas jasa meningkat karena prestasi kerja semakin besar,  
11. Akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat konsumen karena 
mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu. 
      Sedangkan faedah pengembangan pegawai/sumber daya manusia menurut 
Manullang (1975:15) dapat dilihat dari dua segi, yakni:  
1. Segi personil, yaitu:  
a. Membantu para personil untuk membuat keputusan yang lebih baik,  
b. Meningkatnya kemampuan personil,  
c. Terjadinya internalisasi dan operasional faktor-faktor motivasional,  
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d. Timbulnya suatu dorongan untuk meningkatkan kemampuan,  
e. Peningkatan kemampuan personil dalam mengatasi stress, frustasi dan konflik,  
f. Tersedianya informasi berbagai program pengembangan,  
g. Meningkatkan kepuasan kerja,  
h. Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang,  
i. Makin besar bagi pegawai untuk bersikap mandiri,  
j. Mengurangi ketakutan dalam menghadapi tugas-tugas baru.  
2. Segi organisasi, yaitu:  
a. Meningkatkan produktivitas personil,  
b. Menurunkan biaya pengeluaran,  
c. Mengurangi turn over personil (keusangan pegawai).13  
II.1.3. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hasibuan (2003:72) menyebutkan bahwa jenis pengembangan sumber daya 
manusia dibagi dua yaitu:  
1. Informal yaitu personil atau karyawan atas keinginan dan usahanya sendiri 
melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literature 
yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara 
informal menunjukkan bahwa karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju 
dengan meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi lembaga 
atau organisasi karena prestasi kerja pegawainya itu semakin besar, efisien dan 
produktivitasnya semakin baik. Adapun kegiatan informal yang dilaksanakan 
dapat berupa: mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah lainnya, program 
penelitian, dan lain-lain.  
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2. Formal yaitu karyawan ditugaskan oleh instansi atau lembaga untuk mengikuti 
pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun yang 
dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan 
secara formal ini dilakukan oleh perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini 
ataupun masa yang akan datang. Yang sifatnya non-karier atau peningkatan karier 
seorang karyawan. Biasanya kegiatan formal ini dilakukan melalui program 
pendidikan sarjana, magister, doktor, maupun sekolah lagi ke luar negeri. 
Sementara menurut Dessler (2000) bahwa pengembangan sumber daya manusia 
meliputi:  
1. Training and Developing Employees,  
2. Managing Organizational Renewal, Appraising Performance,  
3. Managing Careers and Fair Treatment.15  
      Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok 
kepegawaian, pengembangan pegawai yang digunakan di Indonesia didasarkan 
perpaduan dua hal, yaitu:  
1. Sistem karier, adalah suatu sistem kepegawaian dimana untuk pengangkatan 
pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang pengembangannya 
lebih lanjut masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengapdian dan syarat-syarat 
objektif lainya juga turut mendukung dan menentukan. Dalam sistem karier 
dimungkinkan naik  
pangkat tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan dilaksanakan 
berdasarkan jenjang yang telah ditentukan.  
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2. Sistem prestasi kerja, adalah suatu sistem kepegawaian dimana untuk 
pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan 
prestasi kerja orang yang bersangkutan. Kecakapan tersebut harus dibuktikan 
dengan ujian dan prestasinya itu harus terbukti secara nyata.  
Mengingat pengembangan sumber daya manusia meliputi beberapa aspek yang 
luas maka penulis membatasi pada studi kasus pendidikan dan pelatihan.  
2.2. Konsep Pendidikan dan Pelatihan  
II.2.1. Definisi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)  
Menyoroti keterkaitan antara upaya pengembangan sumber daya manusia melalui 
pendidikan dan pelatihan dalam usaha meningkatkan kinerja pegawai, Moenir 
(1995:196) menegaskan bahwa:  
perlunya organisasi kerja mengadakan pendidikan dan latihan bagi pegawainya, 
karena dengan pendidikan dan latihan diharapkan dapat membantu para pegawai 
mampu menjangkau ke tingkat lebih tinggi dalam susunan kepegawaian/hierarki 
dan kemajuan organisasi, serta terciptanya keserasian kepentingan pegawai dan 
organisasi secara keseluruhan.16  
Untuk lebih jelasnya berikut disajikan pengertian pendidikan dan pelatihan dari 
para ahli :  
Dr. B. Siswanto Sastro (2003:200) mengenai pengertian pendidikan dan pelatihan 
sebagai berikut:  
Pendidikan adalah segala sesuatu untuk membina kepribadian dan 
mengembangkan kemampuan manusia, jasmaniah, dan rohaniah yang 
berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah, untuk 
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pembangunan persatuan dan masyarakat adil dan makmur dan selalu ada dalam 
keseimbangan. Sedangkan pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut 
proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem 
pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan metode 
yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori. 
Menurut instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Kepres 
Nomor 34 Tahun 1972 disebutkan bahwa:  
Pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan 
kemampuan manusia Indonesia jasmaniah dan rohaniah, yang berlangsung 
seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah dalam rangka pembangunan 
persatuan Indonesia dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 
Latihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk 
memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang 
berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih 
mengutamakan praktek dari pada teori.  
Menurut Edwin B. Flippo, pengertian Pendidikan dan Pelatihan adalah:  
Education is concerned with increasing general knowledge and understanding of 
our total environment.  
(Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan 
pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh).  
Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing 
a particular job.  
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(Latihan adalah merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian 
seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu).18  
Selenjutnya Dale Yoder (dalam anonim) menggunakan istilah pelatihan untuk 
pegawai pelaksana dan pengawas, sedangkan istilah pengembangan ditujukan 
untuk pegawai tingkat manajemen. Istilah yang dikemukakan oleh Dale Yoder 
adalah rank and file raining, supervisor training, dan management development. 
Edwind B. Flippo menggunakan istilah pelatihan untuk pegawai pelaksana dan 
pengembangan untuk tingkat pimpinan. Istilah-istilah yang dikemukakan olehnya 
adalah training 
operative personal dan excutive development. Pelatihan merupakan proses 
membantu para tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan 
mereka sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan tentang 
pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap yang baik. 
Definisi di atas terlihat ada perbedaan antara pendidikan dan pelatihan. Perbedaan 
ini dikemukakan baik oleh J.C. Denyer (Moekijat, 1991:7) yaitu pendidikan 
berhubungan dengan mengetahui “bagaimana” dan “mengapa” dan lebih banyak 
berhubungan dengan teori pekerjaan. Sedangkan pelatihan adalah lebih banyak 
bersifat praktis. 
      Perbedaan antara pendidikan dan pelatihan juga dikemukakan oleh Siagian 
dan Fandi Ciptrono. Menurut Siagian (1987:175) bahwa pendidkan adalah 
keseluruhan proses, teknik dan metode belajar mengajar dalam rangka 
mengalihkan suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan 
standar yang ditetapkan. Sedangkan pelatihan menurut Fandy Ciptrono dan 
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Anastasia Diana (1996) mengatakan bahwa pelatihan akan bersifat filosofis dan 
teoritis, walaupun demikian pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan yang sama 
yaitu pengembangan.  
      Penjenjangan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai negeri dengan 
koordinasi Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971 mengenai fungsi dan tugas Lembaga 
Administrasi Negara serta Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 dan 
Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 ditentukan dalam beberapa bentuk yaitu 
setelah jenjang prajabatan diikuti oleh pendidikan dan pelatihan (Diklat) jabatan.  
Jenis-jenis diklat PNS terdiri dari :  
a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (pre service training)  
Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka 
pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, 
disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan 
negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas 
dan perannya sebagai pelayan masyarakat.  
Diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan 
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. CPNS 
wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabat untuk diangkat sebagai PNS.  
Diklat Prajabatan terdiri dari :  
a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I 
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b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II  
c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III  
      Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, 
Diklat Prajabatan Golongan (I, II,dan III) bertujuan:  
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat 
melaksanakan tugas secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika 
PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;  
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat 
persatuan dan kesatuan bangsa;  
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada 
pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;  
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas 
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang 
baik.  
      Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan 
pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada 
upaya peningkatan :  
1. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan 
masyarakat, bangsa, negara dan tanah air;  
2. Kompentensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinannya;  
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3. Efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan 
semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan 
organisasinya.   
Kurikulum dan mata pelajaran Diklat  
1. Dinamika Kelompok  
2. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia  
3. Manajemen Kepagawaian Negara  
4. Etika Organisasi  
5. Pelayanan Prima  
6. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah  
7. Manajemen Perkantoran Modern  
8. Membangun Kerjasama Tim (Team Building)  
9. Komunikasi yang Efektif  
10. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan RI  
11. Program Ko-Kurikuler : Latihan Kesegaran jasmani, baris-berbaris,  
b. Diklat dalam Jabatan (in service training)  
Diklat dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan 
dalam pembangunan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 101 Tahun 2000 disebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan dalam 
jabatan terdiri dari:  
1. Diklat Kepemimpinan ;  
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Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk 
mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai 
dengan jenjang jabatan struktural.  
Diklatpim terdiri dari :  
a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan Struktual Eselon IV  
b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan Struktual Eselon III  
c. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan Struktual Eselon II  
d. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan Struktual Eselon I  
      Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan 
struktual. PNS yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tidak 
dipersyaratkan mengikuti Diklatpim Tingkat di bawahnya.  
2. Diklat Fungsional  
      Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang 
sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsionsl masing-masing. Peserta Diklat 
fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional 
tertentu. Yang dimaksud dengan jabatan fungsional tertentu, adalah jabatan-
jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.  
PNS yang perlu mengikuti Diklat fungsional adalah PNS yang telah di evaluasi 
oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan 
baperjakat dan Tim seleksi Diklat instansi. PNS yang telah memenuhi persyaratan 
38 
 
kompetensi jabatan fungsional tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan 
pedoman yang ditetapkan oleh instansi Pembina dan instansi pengendali. 
3. Diklat Teknis  
      Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis 
yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Peserta Diklat Teknis adalah 
PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan 
tugasnya.  
Pemantapan sistem pendidikan dan pelatihan, meliputi:  
a. Pengembangan standar pendidikan dan pelatihan sesuai dengan persyaratan 
jabatan.  
1. Diklat Manajemen berjenjang terutama untuk jabatan struktural  
2. Diklat Teknis dan fungsional terutama untuk jabatan fungsional  
b. Pengembangan sistem identifikasi kebutuhan akan Diklat (IKAID) dikaitkan 
dengan pemenuhan persyaratan jabatan dari/atau pembinaan karier.  
c. Pengembangan sistem evaluasi pasca Diklat (EPAD) yang berkaitan dengan 
evaluasi:  
1. Kesesuaian Diklat dengan penempatan;  
2. Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan;  
3. Kemampuan pegawai dalam menyerap materi Diklat dikaitkan dengan 
pelaksanaan tugas.  
d. Pengembangan sistem Manajemen penyelenggaraan Diklat terpadu.  
II.2.2. Faktor-Faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Pendidikan dan Pelatihan  
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      Untuk memberikan pedoman atau petunjuk terhadap penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan diperlukan prinsip fundamental dapat dijadikan 
pedoman normatif dalam pelaksanaan/penyelenggaraan pelatihan. Prinsip umum 
dalam pendidikan dan pelatihan yang dikemukakan Siswanto Sastro (2001:211), 
meliputi :  
a. Perbedaan Individu (Individual Difference)  
Pada kenyataannya, sulit menemukan dua individu yang memililki karakteristik 
yang sama. Apabila ada persamaan, hanya dalam hal tertentu saja, artinya banyak 
hal yang menunjukkan perbedaannya. Manajemen tenaga kerja harus mengetahui 
keanekaragaman individu-individu peserta pendidikan dan pelatihan. Mungkin 
dapat ditemui peserta pendidikan dan pelatihan yang berpikir dan mampu 
menyelesaikan segala tugas yang diberikan dalam waktu singkat. Tidak mustahil 
pula ada peserta yang cara berpikir maupun belajarnya sangat lamban 
dibandingkan peserta lainnya. Selain itu, bukan merupakan hal yang aneh apabila 
peserta pendidikan dan pelatihan berbeda kecepatan belajarnya untuk ilmu 
pengetahuan yang berbeda. Perbedaan individu yang menyangkut latar belakang 
pendidikan, pengalaman, usia, dan minat harus mendapat perhatian yang saksama 
khususnya dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan. Dalam 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para penyelia, latar belakang 
pendidikan dan pengalaman dapat menunjukkan perbedaan yang berarti.  
b. Hubungan Dengan Analisis Pekerjaan (Relation to Job Analysis)  
      Proses analisis pekerjaan telah menghasilkan dua keputusan yang berguna 
bagi pelaksanaan fungsi manajemen tenaga kerja. Yang pertama adalah suatu 
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keterangan yang nyata dan teratur mengenai kewajiban dari tanggung jawab 
tertentu dan sekaligus merupakan gambaran menyeluruh 
tentang tugas dan pekerjaan yang akan dibarikan kepada seorang tenaga kerja (job 
description).  
Kedua adalah informasi menyeluruh yang harus dipenuhi tenaga kerja, baik 
menyangkut materiil, immateril, maupun intelektual agar dapat memangku suatu 
pekerjaan yang akan diberikan kepadanya (job specification). Program pendidikan 
dan pelatihan harus dihubungkan dengan kebutuhan tersebut, baik deskripsi 
pekerjaan maupun syarat-syarat pekerjaan. Deskripsi pekerjaan dan catatan 
khusus terhadap kemungkinan promosi para tenaga kerja dapat juga 
mensentralisasikan perhatian pada pengetahuan, kecakapan, keahlian, dan 
keterampilan yang penting untuk promosi tenaga kerja. Dengan demikian, 
deskripsi pekerjaan dapat memantau terhadap kekurangan dan kebutuhan 
pendidikan dan pelatihan.  
c. Motivasi (Motivation)  
Program pendidikan dan pelatihan dapat membantu belajar para tenaga kerja dan 
juga membantu mereka dalam meningkatkan kualitas dalam bekerja dan 
pengembangan dirinya. Akan tetapi, belajar dan pengembangan merupakan fungsi 
sebagai pelajar (peserta pendidikan dan pelatihan) dan fungsi sebagai salah satu 
unsur dalam perusahaan (tenaga kerja), harus memainkan peran yang aktif. 
Perhatian khusus harus dicurahkan kepada motivasi para tenaga kerja dalam 
seluruh program pendidikan dan pelatihan. Faktor usia sangat mempengaruhi 
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motivasi seseorang, motivasi orang yang telah dewasa dalam pengalaman belajar, 
mungkin lebih sulit daripada motivasi anak-anak yang masih bersekolah.  
      Terdapat kecenderungan bahwa keinginan untuk menduduki jabatan dengan 
kompensasi lebih baik merupakan pendorong untuk belajar sungguh-sungguh. 
Tenaga kerja lain mungkin mencari insentif yang diperlukan dalam cita-cita 
mereka untuk promosi pada jenjang yang lebih tinggi dan memperbaiki status 
sosial, maupun hierarki dalam perusahaan.  
d. Partisipasi yang Aktif (Active Participation)  
Sebenarnya partisipasi aktif seorang tenaga kerja bukan hanya diharapkan dalam 
proses belajar mengajar pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi 
lebih dari itu adalah partisipasi dalam setiap aktivitas perusahaan. Dengan 
demikian, diharapkan ia sadar akan tanggung jawabnya dalam perusahaan bukan 
terbatas pada tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Mereka merasa 
bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas perusahaan dan kelangsungan 
perusahaan saat sekarang maupun untuk masa yang akan datang.  
Peserta pendidikan dan pelatihan yang aktif dalam proses belajar mengajar 
mungkin dapat menambah minat dan motivasi. Sehubungan dengan itu, 
kebanyakan program pendidikan dan pelatihan berusaha mengerahkan para 
peserta dalam pembicaraan dan pernyatan lain mengenai pandangan mereka.  
e. Seleksi Pendidikan dan Pelatihan (Selection of Training and Education)  
Menurut urgensinya bahwa seluruh tenaga kerja, khususnya tenaga kerja baru, 
perlu diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, akan lebih baik jika yang 
mengikuti adalah tenaga kerja yang telah menunjukkan bakat dan minat dan 
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bakat. Individu tenaga kerja yang diikutsertakan dalam program pendidikan dan 
pelatihan dapat lebih termotivasi. 
f. Pemilihan Para Pengajar (Selection Of Teacher)  
Ketepatan tujuan pendidikan dan pelatihan, secara langsung mencerminkan minat 
dan kemampuan belajar para pengajar. Meskipun terdapat alasan tertentu untuk 
menunjuk para manajemen atau para penyelia sebagai pengajar dan pelatih, 
pemilihan diawasi dengan baik. Mereka yang dipandang tidak memiliki 
kompetensi dengan baik sebagai pengajar dan pelatih harus diberhentikan, tidak 
memandang status dalam hierarkhi perusahaan. Karena yang bersangkutan 
dikhawatirkan menciptakan kondisi yang dapat menimbulkan tindakan 
inefektivitas dan inefisiensi dan menjalar kepada tenaga kerja lain dalam 
perusahaan. Akibatnya, perusahanlah yang akan memperoleh kerugian.  
g. Pelatihan Pengajar/pelatih (Trainer Teacher Training)  
Sebelum bertindak sebagai pengajar/ pelatih, mereka perlu diberikan pendidikan 
dan pelatihan yang cukup memadai. Tidak sedikit program pendidikan dan 
pelatihan mengalami kegagalan karena adanya anggapan bahwa tenaga kerja yang 
dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, dapat mengajarkan dengan baik 
pula. Banyak penyelia, manajemen baru, dan top management diharapkan ikut 
serta sebagai pengajar dalam pendidikan dan pelatihan tanpa mempertimbangkan 
kemungkinan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana harus 
mengajar.  
h. Metode Pendidikan dan Pelatihan (Trainer Teacher Training)  
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Sangat langka menyelesaikan beberapa pekerjaan hanya menggunakan satu cara 
saja, seperti halnya seorang dokter mengobati berbagai jenis penyakit hanya 
menggunakan satu macam obat saja. Mungkin akibat negatif yang akan diterima 
para pasien tersebut. Demikian halnya dalam pendidikan dan pelatihan, harus jelas 
metode yang bagaimana yang cocok dengan jenis pendidikan dan pelatihan, harus 
jelas metode yang perlu dipertimbangkan untuk mengajar para tenga kerja baru. 
Akan tetapi, mungkin kurang efektif untuk melatih para penyelia dan para mandor 
guna mengatasi keluhan atau keberatan yang dialami para tenaga kerja dengan 
menggunakan metode kuliah. Pembicaraan, konferensi, role playing, demonstrasi, 
dan sebagainya, semua memiliki tempatnya sendiri-sendiri dan jarang satu jenis 
pun yang dapat ditetapkan secara umum.  
i. Prinsip Belajar (Principle of Learning)  
Para pengajar harus cermat dalam membaca minat dan bakat para peserta 
pendidikan dan pelatihan, dan mampu mencegah kemungkinan timbulnya hal-hal 
yang mengganggu proses belajar mengajar. Penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan harus direncanakan bahwa peserta akan memperoleh nilai tambah yang 
bermanfaat, dari yang tadinya hanya mengetahui cara penyelesaian pekerjaan 
yang kadarnya rendah menjadi tinggi, yang tadinya tak mengetahui menjadi tahu 
dan sebagainya. 
Menurut Umar Hamalik (2001:35-36) dan Gomes (2002:206-208), pelatihan 
meliputi unsur-unsur sebagai berikut:  
1. Peserta  
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Penetapan peserta erat kaitannya dengan keberhasilan suatu pelatihan. Oleh 
karena itu perlu seleksi yang teliti untuk menentukan peserta untuk memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan seperti persyaratan akademik (jenjang 
pendidikan), jabatan (telah menempati pekerjaan tertentu atau akan menempati 
pekerjaan tertentu), pengalaman kerja, motivasi dan minat tingkat intelektualitas 
yang diketahui melalui tes seleksi.  
2. Pelatih atau Instruktur  
Pelatih atau widyaiswara sebagai penyampai materi adalah orang-orang yang 
dipilih dengan kriteria tertentu yang minimal kemampuannya berada diatas 
peserta pelatihan, memiliki pendidikan yang linear dan kompetensi sesuai dengan 
pelatihan yang akan disampaikan.  
3. Lamanya Pelatihan (waktu pelatihan)  
Lamanya pelatihan berdasarkan pertimbangan berikut:  
a. Jumlah dan mutu kemampuan yang hendak dipelajari dalam pelatihan tersebut 
lebih banyak dan lebih tinggi bermutu, kemampuan yang ingin diperoleh 
mengakibatkan lebih lama diperlukan latihan.  
b. Kemampuan belajar para peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan. 
Kelompok peserta yang ternyata kurang mampu belajar tentu memerlukan waktu 
latihan yang lebih lama.  
c. Media pengajaran, yang menjadi alat bantu bagi peserta dan pelatih. Media 
pengajaran yang serasi dan canggih akan membantu kegiatan pelatihan dan dapat 
mengurangi lamanya pelatihan tersebut.  
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4. Materi (bahan pelatihan)  
Materi pelatihan disusun berdasarkan tujuan pelatihan, peserta, harapan lembaga 
penyelenggara, dan lamanya pelatihan. 
5. Metode Pelatihan  
Didalam usaha untuk mengubah perilaku peserta, pelatih tidak terlepas dari 
metode dan alat bantu pendidikan yang digunakan. Metode pelatihan yang tepat 
tergantung dari tujuan pelatihan karena tujuan dan sasaran yang berbeda akan 
berakibat pada metode yang berbeda pula (Gomes 2002:207).  
Kaitan antara tujuan dan metode pelatihan akan dapat dilihat pada table berikut:  
Tabel 1 : Kaitan antara tujuan dan metode pelatihan 
Tujuan Pelatihan 
 
Metode Pelatihan yang Sesuai 
 
Orientasi Kerja  
 
Keterampilan Pekerjaan  
 
Keterampilan Manusia  
 
Keterampilan Manajemen 
  
Pendidikan Umum  
Kuliah, film, selebaran  
 
Demonstrasi  
 
Diskusi Kelompok, Permainan Peran  
 
Diskusi Kelompok, Studi Kasus  
 
Kuliah, Kerja, buku-buku  
 
Sumber : Gomes (2002:207) 
      Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada serta untuk mencapai 
efektivitas pelatihan yang tinggi, maka sering digunakan teknik campuran. 
Formulasi teknik campuran ini berbeda-beda tergantung dari kebutuhan pelatihan. 
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Untuk menentukan teknik campuran dalam pelatihan, training director harus 
mempelajari tujuan dari pelatihan serta jenis pelatihan apa yang dibutuhkan.  
6. Media  
Hamalik (2001:67) mengatakan bahwa media pelatihan adalah salah satu 
komponen yang berfungsi sebagai unsur penunjang proses pelatihan, menggugah 
gairah dan motivasi belajar. Pemilihan dan penggunaan media ini 
mempertimbangkan tujuan dan materi pelatihan, ketersediaan media itu sendiri 
serta kemampuan pelatih untuk menggunakannya.  
II.2.3. Metode-Metode Pendidikan dan Pelatihan  
Metode pendidikan dan pelatihan merupakan suatu cara sistematis yang dapat 
mengkondisikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk 
mengambangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Siswanto, 2001:214). 
Metode pendidikan dan pelatihan merupakan pendekatan terhadap 
penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.  
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan harus didasarkan pada metode-metode yang 
telah ditetapkan di dalam program pendidikan dan pelatihan dalam perusahaan. 
Metode pendidikan dan pelatihan menurut Sondang P. Siagian (2003:192) adalah 
sebagai berikut:  
1. Pelatihan Dalam Jabatan.  
Pelatihan dalam jabatan pada dasarnya berarti penggunan teknik pelatihan di 
mana para peserta dilatih langsung ditempatnya bekerja. Sasarannya adalah 
meningkatkan kemampuan peserta latihan mengerjakan tugasnya yang sekarang.  
2. Rotasi Pekerjaan.  
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Jika maksud penyelenggaraan pelatihan adalah untuk menjamin kontinuitas 
kegiatan organisasi meskipun ada pegawai yang cuti atau berhenti, rotasi 
pekerjaan sebagai teknik pelatihan sering digunakan.  
3. Sistem Magang.  
Banyak organisasi yang menerapkan sistem magang dalam program pelatihan dan 
pengembangan bagi para karyawannya. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem 
magang dapat mengambil berbagai bentuk, yang sekali lagi penerapannya 
situasional.  
4. Sistem Ceramah.  
Penyelenggaraan suatu program pelatihan dan pengembangan dengan menerapkan 
sistem ceramah dapat dikatakan sebagai salah satu sistem yang paling tua dan juga 
paling ”populer”. Pengamatan menunjukkan bahwa terdapat dua alasan mengapa 
demikian halnya. Pertama, penyelenggaraan relatif murah karena ceramah dapat 
diikuti oleh para pegawai dalam jumlah yang relatif besar. Kedua, materi 
pelajaran dapat dipersiapkan dengan baik oleh penceramah sebelum ceramah 
berlangsung dan materi tersebut dapat digunakan berulang kali, meskipun setiap 
kali dilakukan juga penyesuaian-penyesuaian tertentu.  
5. Pelatihan Vestibul.  
Pelatihan vestibul adalah metode pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, 
terutama yang bersifat teknikal, ditempat pekerjaan, akan tetapi tanpa 
mengganggu kegiatan organisasi sehari-hari. Skenario penggunaannya adalah 
sebagai berikut: Organisasi menyediakan lokasi tertentu dalam organisasi untuk 
”meniru” kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam organisasi yang 
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bersangkutan. Akan tetapi karena lokasi ”meniru” itu disediakan khusus, kegiatan-
kegiatan yang sebenarnya tidak teganggu sama sekali.  
6. Belajar Sendiri.  
Banyak organisasi yang mendorong para karyawannya untuk belajar sendiri, akan 
tetapi tetap terkendali melalui proses belajar yang terprogram. Dalam penggunaan 
teknik ini, organisasi mempersiapkan bahan pelajaran yang bentuknya bisa berupa 
aneka ragam bahan seperti buku pedoman, buku petunjuk, video atau disket yang 
kesemuanya mengandung bahan-bahan pelajaran yang dianggap penting dikuasai 
oleh para pegawai.23  
Sedangkan metode pendidikan dan pelatihan menurut Gary Dessler (1997) yaitu :  
1. Pelatihan di Tempat Kerja (On The Job Training).  
Melatih seseorang untuk mempelajari suatu pekerjaan sambil mengerjakannya 
dengan sungguh-sungguh.  
2. Pelatihan Instruksi Jabatan ( Job Instruction Training).  
Dilakukan dengan mendaftarkan masing-masing tugas dasar jabatan, bersama 
dengan titik-titik kunci untuk memberikan pelatihan langkah demi langkah kepada 
karyawan. Langkah-langkah itu memperlihatkan apa yang harus dilakukan, 
sementara titik-titik kunci memperlihatkan bagaimana dilakukan dan mengapa  
3. Pembelajaran Terprogram.  
Suatu metode sistematik untuk mengajarkan keterampilan yang mencakup 
penyajian pertanyaan atau fakta, memungkinkan orang itu untuk memberikan 
tanggapan, dan memberikan peserta belajar umpan balik segera tentang 
kecermatan jawabannya.  
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4. Pelatihan Simulasi  
Pelatihan karyawan pada peralatan khusus di luar tempat kerja, seperti pelatihan 
pilot dalam pesawat, sehingga biaya dan bahaya dapat dikurangi. 
II.2.4. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan  
Peningkatan kemampuan pegawai negeri melalui pendidikan dan pelatihan 
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pegawai negeri diharapkan 
mempunyai sifat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Selain itu pegawai negeri 
dapat bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, 
bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur 
negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam menyelenggarakan tugas-tugas 
umum pemerintahan dan pembangunan.  
Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai tercantum pada pasal 31 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yaitu 
untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan 
pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai 
Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, 
kemampuan dan keterampilan.  
Sasaran pelatihan pada umumnya adalah peningkatan kemampuan dalam hal 
kemampuan keahlian/teknis (Skill Competency) dan kemampuan pengembangan 
diri (Soft skill Competency). Kedua sasaran tersebut akan sangat bermanfaat dalam 
meningkatkan kualitas kinerja, jika saja pelatihan yang diselenggarakan dapat 
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dapat diindikasikan jika pasca 
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pelatihan terjadi perubahan-perubahan positif yang dapat menunjang kinerja 
secara lebih baik. Di samping hal tersebut, pelatihan juga dapat memberikan 
jaminan atas kualitas kinerja terukur individu maupun organisasi melalui sertifikat 
pelatihan yang diberikan. Hal ini tentulah menjadi sesuatu hal yang sangat 
dibutuhkan oleh individu, untuk memberikan keyakinan akan kompetensi yang 
dimilikinya.  
Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil menurut, Peraturan Pemerintah 
101 Tahun 2000 adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka 
meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. Diklat bagi PNS bertujuan :  
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan 
etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.  
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat 
persatuan dan kesatuan bangsa.  
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada 
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.  
4. Menciptakan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas 
pemerintahan umum dan pengembangan demi terwujudnya kepemerintahan yang 
baik.  
Dasar pemikiran kebijaksaan Diklat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 
ini adalah sebagai berikut :  
a. Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS ;  
b. Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS;  
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c. Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, 
penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat;  
d. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan 
jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader 
pimpinan dan staf.  
Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan 
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sasaran diklat adalah 
terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan 
jabatan masing-masing.  
Adapun tujuan pelatihan dan pengembangan menurut Henry Simamora, meliputi:  
a. Memperbaiki kinerja  
b. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi.  
c. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya, menjadi kompeten 
dalam pegawai  
d. Membantu memecahkan persoalan operasional  
e. Mempersiapkan karyawan untuk promosi  
f. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi. 
Tujuan pendidikan dan Pelatihan perumusannya dapat dilihat dari beberapa segi, 
ialah:  
1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia  
2. Bersifat fisik dan non fisik. Dalam hal ini tujuan pelatihan bersumber dari 
kualitas manusia seperti yang diharapkan antara lain terdiri dari aspek-aspek 
sebagai berikut:  
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a. Peningkatan semangat kerja  
b. Pembinaan budi pekerti  
c. Peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang maha Esa  
 
d. Meningkatkan taraf hidup  
e. Meningkatkan kecerdasan  
f. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan  
g. Menciptakan lapangan kerja  
h. Memeratakan pembangunan dan pendapatan.  
3. Tujuan Pendidikan  
Tujuan pelatihan juga dapat dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, 
yang juga terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia 
yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, 
berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, 
beretos kerja, profesional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani 
dan rohani. Unsur-unsur kualitas tersebut perlu dimiliki oleh setiap tenaga kerja 
sebagai manusia Indonesia seutuhnya.  
4. Kelembagaan Pendidikan dan Pelatihan  
5. Setiap lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan sendiri-sendiri sesuai 
dengan fungsi dan tugas pokok lembaga tersebut dalam diklat. Jika bertujuan 
mempersiapkan tenaga yang berkualitas yang mampu mendukung pelaksanaan 
program departemen dan non departemen bersangkutan.  
6. Jenis pekerjaan dan jenis latihan  
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7. Berdasarkan jenis pekerjaan dapat ditentukan jenis latihan, dan masing-masing 
memiliki tujuan tertentu. Setiap organisasi trdapat berbagai jenis pekerjaan, 
seperti: pemimpin/pengelola, pengawas, pelaksana, penyuluh dan sebagainya. 
Misalnya pelatihan kepenyuluhan sudah tentu dititikberatkan pada upaya 
pengembangan dilapangan. Pelatihan diharapkan mampu mengembangkan 
pegawai dan meningkatkan skill serta pengetahuan dan kemampuan pegawai, 
akan tetapi hal tersebut kadang-kadang mengalami kegagalan. Kegagalan dapat 
disebabkan oleh human error, seperti pelatih/penatar, metode yang digunakan, 
keterbatasan fasilitas utama, maupun situasi. Keberhasilan pelatihan harus diukur 
dengan menggunakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan 
pelatihan dapat dibuat untuk wilayah apapun dengan menggunakan salah satu dari 
keempat dimensi berikut :  
1. Kuantitas Pekerjaan yang dihasilkan dari pelatihan (contohnya, jumlah kata 
yang diketik permenitnya, atau jumlah surat aplikasi yang diproses selama satu 
hari).  
2. Kualitas pekerjaan setelah pelatihan (contohnya, biaya dalam dolar untuk 
pengerjaan ulang, kehilangan akibat kerusakan, atau kesalahan lainya).  
 
3. Batasan Waktu dari pekerjaan setelah pelatihan (contohnya, jadwal waktu yang 
dipenuhi, atau laporan anggaran diserahkan sesuai waktu).  
4. Penghematan Biaya sebagai hasil dari Pelatihan (contohnya, deviasi dari 
anggaran, biaya penjualan atau penurunan biaya). 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
      Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum wilayah dan potensi daerah 
kabupaten mamuju yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi dan 
keadaan social budaya dan ekonomi. Selain itu, akan diuraikan pula gambaran 
umum tentang kantor sekretariat kabupaten mamuju yang terdiri dari visi misi, 
susunan organisasi, dan tugas dan fungsi sekretariat kabupaten mamuju. 
3.1.  Keadaan Geografis 
      Kabupaten Mamuju terletak pada Provinsi Sulawesi Barat pada posisi 1
o
 38’ 
110” – 2o   54’ 552” lintang selatan dan 11o   54’ 47” –13o   5’ 35” bujur timur 
dari Jakarta ( 0
o
  0’ 0” Jakarta = 160o   48’ 28’ Bujur timur Green Wich). Adapun 
batas-batas wilayahnya sbb : 
 Sebelah Utara : Mamuju Utara 
 Sebelah Timur : Kabupaten Luwu Utara 
 Sebelah Selatan : Kabupaten Majene, mamasa, Tana  Toraja 
 Sebelah Barat : Selat Makassar 
     Kabupaten mamuju dengan luas 801.406 Ha, secara adaministratif terbabagi 
atas 15 kecamatan yang terdiri dari 111 desa, 10 Kelurahan, dan 2 UPT. 
Selengkapnya dapat dlihat pada tabel 3.1 sbb :  
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Tabel 3.1 
Luas Daerah dan banyaknya Desa/kelurahan/UPT Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Mamuju 
 
No Kecamatan Luas area 
Persentase 
Terhadap 
Luas 
Jumlah 
Desa/UPT 
Jumlah 
Kelurah 
1. Tapalang 504,11 6,29 4 2 
2. Tapalang Barat 127,14 1,59 5 - 
3. Mamuju 160,24 2,00 3 4 
4. Simkep 100,69 1,26 5 2 
5. Kalukku 461, 99 5,76 9 2 
6. Papalang 160,43 2,00 7 - 
7. Sampaga 95,94 1,20 6 - 
8. Tommo 588,28 7,34 10 - 
9. Kalumpang 1778,21 22,19 10 - 
10. Bonehau 950,76 11,86 6 - 
11. Budong-Bodong 1140,43 14,23 9 - 
12. Pangale 232,52 2,90 8 - 
13. Topoyo 543,88 6,79 12 - 
14. Karossa 1069,31 13,34 11 - 
15. Tobadak 100,13 1,25 8 - 
 Jumlah Total 8014,06 100,00 113 10 
Sumber Data : BPS Kabupaten Mamuju 2011 
      Dari kecamatan yang ada, kecamatan yang memiliki jumlah desa dan 
kelurahan terbanyak adalah kecamatan Topoyo yang terdiri dari 12 desa dan 
kelurahan, Sedangkan yg paling sedikit jumlah desa dan kelurahannya adalah 
kecamatan Tapalang Barat yang hanya memiliki 5 desa dan kelurahan. Dari 
desa/kelurahan/UPT yang ada dikabupaten mamuju, terdapat 699 dusun dan 78 
lingkungan. 
       Diantara 15 kecamatan  di Kabupaten Mamuju tersebut, ibu kota kecamatan 
yang letaknya terjauh dari ibu kota kabupaten adalah ibu kota kecamatan karossa, 
sementara kecamatan mamuju adalah merupakan ibu kota kabupaten. Untuk lebih 
jelasnya lihat Tabel 3.2 . 
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Tabel 3.2 
Nama Ibu kota Kecamatan dan jarak ke ibu kota kabupaten menurut kecamatan 
 
No Kecamatan (District) Ibu kota Kecamatan 
Jarak ke Ibu kota 
Kabupaten (km)  
1. Tapalang  Galung 33 
2. Tapalang Barat Dungkait 37 
3. Mamuju  Binanga 0 
4. Simkep Rangas 6 
5. Kalukku  Tasiu 32 
6. Papalang Topore 59 
7. Sampaga  Bunde 70 
8. Tommo Campaloga 106 
9. Kalumpang Kalumpang 121 
11. Budong-budong Babana 102 
12. Pangale Pangale 90 
13. Topoyo Topoyo 115 
14. Karossa Karossa 171 
15. Tobadak  Mahahe 128 
  Sumber Data : BPS Kabupaten Mamuju 2011 
      Untuk kepentingan penelitian, Penulis mengelompokkan kecamatan-
kecamatan di Kabupaten Mamujumenjadi 3 kategori, yaitu: 
a. Daerah yang dekat dengan ibu kota Kabupaten, meliputi Tapalang, 
Tapalang Barat, Mamuju, Simboro dan Kepulauan, dan Kalukku. Disini 
penulis mengambil Kecamatan Mamuju sebagai sampelnya. 
b. Daerah yang jaraknya sedang, meliputi Papalang, Sampaga, Bonehau, 
Budong-budong, dan Pangale. Penulis mengambil Kecamatan Pangale 
untuk mewakili kategori ini. 
c. Daerah yang jauh dari ibu kota kabupaten, meliputi Tommo, Kalumpang, 
Topoyo, Karossa, Tobadak. Kecamatan yang diambil sebagai sampel 
adalah kecamatan tommo dan ditambah dengan kecamatan Topoyo. 
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      Keadaan iklim dikabupaten mamuju dapat diketahui melalui curah hujan dan 
kelembaban udara. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan januari sebesar 3 
926,,00 mm
3 
dengan hari hujan 111, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada 
bulan maret sebesar 1422,0 mm
3 
dengan jumlah hari hujan 72. Kelembaban udara 
dikabupaten mamuju berkisar antara 70 % - 80 % atau rata-rata kelembabannya 
berkisar 75 %. Seperti halnya wilayah-wilayah di Indonesia, mamuju mengalami 
dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. 
3.2. Keadaan Demografis   
      Keadaan penduduk Kabupaten Mamuju menurut data tahun 2007 berjumlah 
296.051 jiwa yang terdiri dari 152.301 penduduk laki0laki dan 143.750 penduduk 
perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan 
Kalukku sebesar 42.500 jiwa (14,36 %) dan Kecamatan Mamuju sebesar 41.332 
jiwa (13,96%). 
     Menurut jenis kelamin, komposisi penduduk laki-laki lebih besar bila 
dibandingkan dengan penduduk perempuan. Tercatat penduduk laki-laki sebesar 
152.301 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebesar 143.750 jiwa. Hal itu 
menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk adalah sekitar 105,95 artinya 
untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat antara 105 hingga 106 penduduk 
laki-laki. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.3.  
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Tabel 3.3 
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dirinci 
Per Kecamatan di Kabupaten Mamuju  
N
O 
Kecamatan  
Jenis Kelamin Jumlah 
(Total) 
Rasio jenis 
kelamin Laki-laki Perempuan  
1 Tapalang  7.882 7.618 15.500 103,47 
2 Tapalang Barat 4.950  4.465 9.415 110,86 
3 Mamuju  20.538 20.794 41.332 98,77 
4 Simkep 9.903 9.572 19.430 103,95 
5 Kalukku  21.205 21.295 42.500 99,58 
6 Papalang 9.454 8.999 18.453 105,06 
7 Sampaga 6.939 6.661 13.054 95,98 
8 Tommo 10.319 8.930 19.249 115,55 
9 Kalumpang 6.303 6.072 12.375 103,80 
10 Bonehau 4.970 4.428 9.398 112,24 
11 Budong-budong 12.176 11.130 23.306 109,40 
12 Pangale 6.592 5.930 12.522 111,16 
13 Topoyo 11.428 10.738 22.166 106,43 
14 Karossa 11.694 10.334 22.028 113,16 
15 Tobadak 9.892 8.728 18.557 112,61 
 Jumlah  152.301 143.750 296.051 105,95 
Sumber Data : BPS Kabupaten Mamuju 2011 
3.3. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi 
      Dilihat dari segi pendidikan,penduduk kabupaten mamuju hanya tamat SD, 
dan masih banyak yang tidak sekolah,baik yang belum pernah sekolah sama sekali 
maupun tidak tamat SD. Hal ituw disebabkan oleh kurangnya kesadaran 
masyarakat untuk bersekolah. Faktor ekonomi juga diduga kuat sebagai 
penghambat mereka melanjutkan pendidikan, karena sebagian besar penduduknya 
adalah petani. Tabel 3.4 menunjukkan tingkat pendidikan terakhir yang 
ditamatkan di Kabupaten mamuju.  
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Tabel 3.4 
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikann yang ditamatkan di Kabupaten 
Mamuju  
 
Tingkat Pendidikan 
Jenis Kelamin Jumlah 
(Tota)l Laki-laki Perempuan 
Tiidak/belum pernah sekolah 8,2 9,6 8,91 
Tidak/belum tamat SD 17,7 21,2 19,48 
Sekolah dasar 28,3 31 29,67 
SMP Umum 24,7 21,3 22,97 
SMP Kejuruan 1,5 0,6 1,04 
SMA Umum 12 9,2 10,57 
SMA Kejuruan 3,4 3,5 3,45 
Diploma I/II 0,65 0,2 0,42 
Akademi/ Diploma III  0,65 0,2 0,42 
Universirtas  2,45 2 2,22 
Sumber Data : BPS Kabupaten Mamuju 2011 
      Dalam bidang kesehatan, tercatat sebanyak 216 sarana tempat pelayanan 
kesehatan. Jumlah tersebut masih kurang memadai karena jumlah masyarakat 
yang harus dilayani sangat banyak. Apalagi Kabupaten Mamuju memiliki wilayah 
yang sangat luas dengan keadaan geografis yang sebagian besar masih sulit 
terjangkau oleh sarana tranportasi.Hal tersebut mengakibatkan banyaknya 
masyarakat yang belum mengakses sarana kesehatan yang ada. Adapun rincian 
tempat pelayanan kesehatan pada tabel 3.5.  
Tabel 3.5 
Sarana Tempat Pelayanan Kesehatan di Kabupeten Mamuju  
Sarana Tempat  Pelayanan Kesehatan Jumlah 
Rumah Sakit 2 buah 
Puskesmas 23 buah 
Puskesmas Pembantu 99 buah 
 Gudang Farmasi 1 buah 
Tempat Praktek dokter 45 buah 
Puskesdes 50 buah 
Jumlah 219 buah 
Sumber Data : BPS Kabupaten Mamuju 2011 
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      Selain bidang pendidikan dan kesehatan , pemerintah kabupaten mamuju 
mempunyai potensi dalam bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, 
perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Lahan pertanian didaerah ini 
masih sangat luas, sehingga sangat memungkinkan untuk mengembangkan bidang 
ini. 
      Tanaman pangan meliputi padi dan palawija. Produksi padi di Kabupaten 
Mamuju dalam beberapa tahun terakhir ini sebesar 114.830,90  ton dari areal 
panen seluas 23.239 Ha atau rata-rata 49,41 kw/ha. Sebagian besar padi dihasilkan 
dari padi sawah, yaitu sebesar 94,23 % dari seluruh produksi padi atau sebesar 
108.206 Ton, sedang sisanya dihasilkan oleh padi lading. Selain itu tanaman 
palawija seperti jagung (65.123 ton dari luas panen sebesar 13.393 Ha atau rata-
rata 48,62 kw/ha), ubi kayu (19.979,7 ton dari luas panen sebesar 1.00 Ha), ubi 
jalar (2.592,2 ton dari luas panen sebesar 481), kacang tanah (368,34 ton dariluas 
panen sebesar 276.5 Ha) dan kacang kedelai  (778 ton dari luas panen sebesar 
380) juga dihasilkan dari daerah ini. Untuk tanaman perkebunan, tanaman yang 
cukup dominan didaerah ini adalah kakao (30.421 ton), sisanya adalah kelapa 
(7.375,2 ton), kopi baik robusta maupu arabika  (883,9 ton), dan cengkeh (234,5 
ton). 
      Kawasan hutan di Kabupaten mamuju seluas 689.440,37 ha terdiri dari 
333.200,84 ha hutan lindung, 36.829,66 ha hutan produksi terbats dan sisanya 
merupakan hutan produksi biasa dan hutan konversi.  Hal tersebut menghasilkan 
kayu dan non kayu. Produksi yang berupa kayu bulat sebanyak 58.112,25 m
3
. 
Hasil hutan non kayu sebanyak 1.929,77 ton yang semuanya berupa rotan. 
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      Selain itu, perikanan dan peternkan juga menghasilkan produk yang banyak. 
Perikanan laut menghasilkan 6.593 ton dengan nilai 62.633 juta dan produksi 
perikanan darat sebesar 795.609 ton dengan nilai 1.997.438 juta. Produksi 
peternakan dibedakan menjadi ternak besar, kecil dan kelompok unggas yang 
diuraikan sbb :  
1. Produksi ternak besar meliputi sapi perah, sapi potong (45.911 Kg), 
Kerbau (3.816 Kg), dan kuda (346 Kg). 
2. Produksi ternak kecil meliputi Kambing (14.679 Kg), Domba (belum/tidak 
berproduksi), dan Babi (67.375 Kg). 
3. Produksi unggas meliputi ayam Ras/Broiller (12.087 Kg), ayam buras 
(1.120.827 Kg), dan itik (51.309 Kg). 
      Sektor industri dapat dibedakan menjadi industri besar, sedang, kecil, dan 
rumah tangga yang keseluruhannya berjumlah 38 buah yang jumalah tenaga kerja 
kurang lebih 219 orang, sedangkan dari sektor pertambangan, jenis bahan 
tambang atau galian yang banyak adalah pasir yang sejak pada tahun 2007 
penggalian pasir sebanyak 79.507 Ton, sisanya adalah bahan tambang yang 
berupa tanah dan batu kali, batu pecah dan tanah urug. Tetapi sejak tahun 2010 
telah ditemukannya bahan tambang baru seperti Emas dan minyak bumi.        
       Pemasaran produk-produk yang dihasilkan dari bidang pertanian, peternakan, 
perikanan, perindustrian, dan sebagainya dilakukan melalui perdagangan. Untuk 
itu, dibangunlah pasar-pasar dan tempat berdagang lainnnya. 
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      Pembangunan yang semakin meningkat menuntut adanya sarana tranportasi 
untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke 
daerah lain. Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk 
memperlancar kegiatan perekonomian. Panjang jalan di Kabupaten Mamuju 
adalah 1.697,3 Km. Dilihat dari status kewenangannya, 221,50 Km jalan di 
Kabupaten Mamuju di bawah wewenang negara, 154 Km di bawah wewenang 
pemerintah provinsi dan 1.321,80 Km di bawah wewenang pemerintah kabupaten 
mamuju. 
      Untuk angkutan udara, di Kabupaten Mamuju sudah memiliki Bandar udara, 
yaitu Tampa Padang. Jumlah penumpang yang melalui bandara ini lebih dari 
5.878 orang, jumlah penumpang yang berangkat lebih dari 3.061 orang, 
sedangkan penumpang yang masuk mamuju melalui bandara ini kurang lebih 
6.806 orang. Selain itu, bandara ini juga terjadi arus barang yang tercatat sebanyak 
18.379 Kg bagasi, sedangkan barang yang dimuat sebanyak 16.359 Kg bagasi. 
      Pada sarana angkatan laut, tercatat sebanyak 304.776 ton bongkar muat barang 
yang dilakukan di Kabupaten Mamuju dan Pelabuhan Belang-belang yang terdiri 
dari 275.963 ton barang yg dimuat, 37.162 ton barang yang dibongkar. Selain itu, 
terdapat pula penumpang yang melalui pelabuhan Mamuju baik dari atau ke 
Kabupaten Mamuju.  
3.4. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju 
      Struktur organisasi sekretariat daerah kabupaten mamuju merupakan hirarki 
atau tingkatan kedudukan atau jabatan yang ada dalam organisasi. Dengan adanya 
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struktur organisasi tersebut kiranya dapat memberikan gambaran tentang 
mekanisme tugas dan pekerjaan dalam organisasi yang bersangkutan. Hal ini 
dimaksudkan  untuk dapat memungkinkan pelaksanaan pekerjaan yang dpat 
berjalan sesuai dengan prosedur yang tepat untuk mencapai terciptanya efektifitas 
dan efisiensi kerja. Dalam struktur organisasi juga terlihat adanya pembagian 
tugas dan wewenang yang jelas, akan tetapi hal tersebut tidak terlepas kaitannya 
dengan adanya satuan komando sesuai dengan tanggung jawab melaksanakan 
pekerjaan dalam organisasi tersebut. 
      Untuk dapat terciptanya pelaksananaan kerja secara efektif dan efisien maka 
salah satu faktor yang sangat menunjang adalah struktur organisasi menetapkan 
besarnya tanggung jawab dan tugas wewenang yang akan dilaksanakan oleh 
masing- masing tersebut. Oleh sebab itu maka hal tersebut begitu penting artinya 
dalam keberadaan suatu organisasi, demikian pula dengan Organisasi Sekretariat 
Daerah Kabupaten Mamuju. 
      Untuk lebih jelasnya maka ada baiknya dalam uraian ini dikemukakan tentang 
pengertian organisasi menurut Sondang P. Siagian, bahwa : 
“organisasi adalah setiap bentuk perserikatan untuk dua orang atau lebih 
yang bekerja sama dan terikat hirarki dimana terdapat hubungan anatara 
seseorang atau kelompok yang disebut bawahannya.” 
      Sedangakan menurut John Price Jone, mengemukakan bahwa organisasi 
adalah :  
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“Sekelompok orang yang bersatu padu bekerja pada suatu tujuan bersama 
dibawah kepemimpinan bersama dengan alat yang tepat.” 
      Dengan melihat pengertian yang telah diuraikan oleh ahli-ahli tersebut diatas 
maka dapat ditarik suuatu kesimpulan dalam suatu oraganisasi terdapat unsur-
unsur pokok yaitu sebagai berikut :  
1. Adanya dua orang atau lebih (pimpinan dan bawahan) 
2. Adanya saling kerjasama 
3. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai 
      Dari uraian tersebut diatas kiranya cukup dijadikan sebagai pedoman dalam 
menguraikan lebih lanjut mengenai organisasi. Pada hakekatnya dalam kehidupan 
organisasi ini sudah kita kenal sejak kecil, dan tanpa kita sadari berawal dari 
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pada lingkungan kenegaraan. 
      Setelah melihat uraian diatas maka penulis mencoba menguraikan tentang 
pengertian dan struktur organisasi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju 
yang merupakan salah satu sub pembahasan pada bab ini. 
      The Liang Gie mengemukakan bahwa:  
“Struktur organisasi adalah rangka yang menunjukkan segenap hubungan 
antara fungsi-fungsi tersebut dan tanggung jawab anggota organisasi yang 
memiliki tiap-tiap pekerjaan.” 
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      Sedangkan menurut pandangan John Priffner dan owen lane, yang dikutip 
oleh Drs. Sutarto dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Organisasi”, 
dikemukakan bahwa : 
“Struktur Organisasi adalah hubungan antara pegawai dan aktifitas-
aktifitas mereka satu sama lain serta terhadap keseluruhan, dimana bagian-
bagianya adalah tugas-tugas, pekerjaan atau fungsi-fungsi dan masing-
masing anggota kelompok pegawai yang melaksanakan.”  
      Lebih lanjut lagi hal ini dikemukakan oleh Robert Y. Durrant, yang dikutip 
olah sutarto, dalam bukunya yang sama bahwa : 
“Struktur organisasi adalah bagian hubungan dan tugas-tugas dari orang-
orang yang diinginkan oleh organisasi.” 
      Pengertian-pengertian tersebut diatas telah memberikan pemahaman mengenai 
bentuk dan struktur organisasi itu sendiri. Dengan demikian secara sederhana 
dapat dikatakan bahwa struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang saling 
berinteraksi antara satu sama lain dalam melaksanakan wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing anggota. 
      Untuk memperjelas bentuk dan struktur organisasi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Mamuju, berdasarkan surat keputusan Menteti Dalam Negeri No. 28 
Tahun 1993, tentang pedoman organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah 
kabupaten/ Kotamadya, yaitu terdiri dari : 
1. Sekretaris Dearah 
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2. Asisten Bidang pemerintahan, terdiri dari : 
a. Bagian Hukum 
b. Bagian Pemerintahan 
c. Bagian Kependudukan dan catatan Sipil. 
3. Asisten Bidang Pembangunan, terdiri dari : 
a. Bagian Bina Program 
b. Bagian Ekonomi 
c. Bagaian Kesejahteraan 
4. Asisten Bidang Administrasi, terdiri dari :  
a. Bagian Organisasi 
b. Bagian Umum 
c. Bagian Perlengkapan dan Peralatan 
       Masing-masing kesebelas bagian tersebut diatas terdiri dari sub-sub bagian 
dari masing-masing bagian. Kesemuanya secara umum membantu pelaksanaan 
jalannya pemerintahan di daerah. 
1.  Keadaan pegawai  
      Kantor Sekretariat Daerah kabupaten Mamuju sebagaimana telah 
dipapaparkan padapembahasan terdahulu, mempunyai tugas dan fungsi secara 
umum yakni membantu Bupati sebagai kepala Daerah dalam melaksanakan dan 
menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. 
     Jumlah pegawai negeru sipil yang ada pada kantor Sekretariat Daerah 
kabupaten Mamuju adalah sebanyak 134 orang dimana setiap tahun anggaran 
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kantor sekretariat kabupaten mamuju mengadakan inventarisasi jumlah dan data 
pegawai serta menyusun formasi, bersarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
      Penyusunan formasi pegawai pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 
Mamuju disusun atas dasar hasil analisis, yaitu bahwa penyusunan formasi 
pegawai juga didasarkan atas jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban 
kerja, perkiraan kapasitas pegawai, sarana dan prasarana yang tersedia serta 
berdasarkan jenjang,jumlah pangkat dan jabatan, dan struktur organisasi. Untuk 
lebih jelasnya mengenai keadaan pegawai pada kantor sekretariat daerah 
kabupaten mamuju, maka penulis akan mengklasifikasikan menurut tingkat 
pendidikan yang dimilikinya. 
2. Klasifikasi Menurut Pangkat/golongan 
      Klasifikasi pegawai menurut pangkat/golongan berkaitan dengan tugas dan 
jabatan yang dipangku, dimana dengan adanya jabatan yang sesuai dengan 
golongan, dimaksudkan agar dapat menjadi motivasi bagi pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya. 
      Adapun pegawai menurut pangkat/golongan yang ada pada kantor Sekretariat 
Kabupaten Mamuju, adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.6 
Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat/Golongan 
Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju 
Pangkat/Golongan Jumlah Pegawai 
Golongan IV / d 1 
Golongan IV / c 5 
Golongan IV / b 8 
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Golongan IV / a 12 
Golongan III / d 11 
Golongan III / c 13 
Golongan III / b 9 
Golongan III / a 16 
Golongan II / d 1 
Golongan II / c 3 
Golongan II / b 15 
Golongan II / a 37 
Golongan I / c 1 
Golongan I / b 1 
Golongan I / a 1 
Jumlah 134 
Sumber data : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju. 2011 
 
Tabel diatas dimaksudkan untuk mengetahui keadaan Pegawai Negeri Sipil di 
Kantor Sekretariat Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat ditinjau dari aspek 
golongan kepangkatan dan ini hal dapat dihubungkan dengan kondisi sumber daya 
aparatur pemerintah yaitu semakin tinggi tingkat golongan seorang pegawai maka 
semakin memungkinkan untuk lebih mengoptimalisasi kualitasnya sebagai 
Pegawai dan mengaplikasikan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya. 
Hal ini dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa keadaan pegawai menurut 
pangkat dan golongan pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju 
Sulawesi Barat, yaitu : terdapat 26 orang pegawai yang berada pada 
pangkat/golongan IV dan 49 orang yang berada pada pangkat/golongan III, serta 
56 orang pegawai yang berada pada pangkat/golongan II, dan 3 orang pegawai 
yang berada pada pangkat/golongan I. 
3. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 
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      Individu dalam organisasi berpengaruh besar dalam pencapaian tujuan 
organisasi yang efektif dan efisien dengan mengetahui tingkat pendidikan yang 
dimiliki oleh setiap pegawai, maka hal inimerupakan salah faktor yang perlu 
diperhatikan dan dipertimbangkan, disamping pengalaman dalam menempatkan 
pegawai pada suatu pekerjaan yang tepat, sehingga jenis pekerjaan yang 
diterimanya dapat terlaksana dengan baik. 
      Untuk lebih jelasnya, tentang tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para 
pegawai pada Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Mamuju, dapat dilihat pada 
tabel 3.7 . 
Tabel 3.7 
Keadaan pegawai menurut pendidikan pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 
Mamuju 
Tingakat Pendidikan  Jumlah Pegawai 
Sarjana (S2) 5 
Sarajan (S1) 50 
Sarjana Muda  43 
SLTA 31 
SLTP 5 
SD - 
JUMLAH 134 
Sumber data : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju. 2011 
Ditinjau dari segi tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, pegawai  sangat berpotensi untuk 
mengoptimalisasi kemampuan mereka dan mengembangkannya, dan cukup 
potensial untuk dikembangkan dalam karier di masa mendatang, serta peningkatan 
pengetahuan dan keahlian untuk mengisi formasi jabatan dalam rangka 
peningkatan kualitas aparat pemerintah. Sebagaimana Ini dapat dilihat pada tabel 
diatas, jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) yang paling 
70 
 
banyak dengan jumlah 50 orang atau sekitar dan tingkat pendidikan Magister (S2) 
serta tingkat pendidikan SLTA yang paling sedikit dengan jumlah 5 orang. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.Identitas Responden 
      Dalam bagian ini akan dibahas tentang keadaan responden ditinjau dari segi 
umur, Pangkat Golongan, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Tingkat pendidikan 
terakhir, Pengalaman Kerja, Keterampilan dan Latar Belakang pendidikan, Gelar 
Kesarjanaan, dan Umur Responden. 
      Tingkat umur responden dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Mamuju berada dalam rentang usia produktif. Hasil penelitian  menunjukkan 
bahwa rata-rata umur responden adalah 28-37 tahun dari responden yang diteliti. 
Hal ini berarti pula bahwa dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju 
terdapat sumber daya aparatur yang dapat dikembangkan lebij lanjut. Dengan 
demikian segi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta 
pengembangan aparatur dapat lebih mendukung efektifitas pelaksanaan seluruh 
tugas mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1. 
Tabel 4.1 
Responden Menurut Kelompok Umur 
Umur F Persentasi 
18-27 6 22,22 
28-37 13 48,14 
38-47 3 11,11 
48   keatas 5 18,51 
Jumlah 27 100 
Sumber : dari data Primer 2011 
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      Dari tabel 4.1 menunjukkan usia pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten 
Mamuju sebagian besar yang berumur 28-37 tahun yaitu sebanyak 13 responden 
(48,14%) disusul dengan 6 responden (22,22 %) yang berusia 18-27 dan 5 
responden (18,51%) yang berusia 48 tahun ke atas, dan disusul dengan 3 
responden (11,11 %) yang berusia antara 38-47 tahun. Maka dari itu dapat 
disimpulkan bahwa sebagian besar aparat dalam hal ini pegawai negeri sipil yg 
berada dilingkup Kantor Sekretariat Kabupaten Mamuju masih tergolong usia 
yang masih cukup muda dan tentunya merupakan masa-masa yg produktif untuk 
menciptakan sumber daya manusia yang handal, yang diharapakan dapat bekerja 
dengan baik demi kemajuan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan 
secara berdaya guna dan berhasil guna. 
      Dari segi umur responden menunjukkan bahwa pentingnya pengembangan 
aparatur dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju. Salah satu hal 
yang perlu ditinjau dalam kaitannya dengan sumber daya aparatur adalah masalah 
pangkat I golongan dalam jabatan. Dalam kajian pengembangan aparatur, maka 
aspek pangkat / golongan menjadi indicator peluang keberhasilan dalam prosese 
pencapaian sasaran program tersebut, menunjukkan 13 orang (48,14 %) memiliki 
golongan III, 12 orang (44,44 %) bergolongan II, dan 2 orang (7,40 %) 
bergolongan IV. Dengan demikian jabatan structural yang berada di Sekretariat 
Daerah Kabupaten Mamuju dapat diisi oleh golongan serendah-rendahnya 
golongan II. Untuk lebih jelasanya diuraikan dalam tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 
Distribusi Responden Menurut Pangkat /Golongan 
Kategori F Persentasi 
Golongan I - - 
Golongan II 12 44,44 
Golongan III 13 48,14 
Golongan IV 2 7,40 
Jumlah 27 100 
Sumber : dari data Primer 2011 
Tabel diatas dimaksudkan untuk mengetahui keadaan Responden dalam 
penelitian ditinjau dari aspek golongan kepangkatan dan ini hal dapat 
dihubungkan dengan kondisi responden dalam hal ini sumber daya aparatur 
pemerintah di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat yaitu 
semakin tinggi tingkat pangkat/golongan seorang pegawai maka semakin 
memungkinkan untuk lebih mengoptimalisasi kualitasnya sebagai Pegawai dan 
mengaplikasikan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya. 
      Setelah kita melihat tentang pangkat dan golongan maka yg tidak kalah 
pentingnya yaitu Distribusi responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat dalam 
tabel 4.3. 
Tabel 4.3 
Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin 
Kategori F Persentasi 
Laki-laki 13 48,14 
Perempuan 14 51,85 
Jumlah 27 100 
Sumber : dari data Primer 2011 
Dari tabel 4.3 dari 27 responden penelitian, 13 orang diantaranya (48,14 %) 
yang berjenis kelamin laki-laki dan 14 orang responden (51,85 %) yang berjenis 
kelamin perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden 
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Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden Laki-laki yang 
menjadi sampel dalam populasi ini. 
Keadaan ini menggambarkan bahwa pekerjaan yang ada pada Kantor 
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat cenderung tidak 
menggunakan kekuatan fisik yang berat sehingga responden yang kami ambil 
pada Kantor ini pada umumnya berjenis kelamin perempuan. Hal ini 
memperlihatkan bahwa bahwa dominasi pegawai di Kantor Sekretariat Daerah 
Kabupaten Mamuju masih lebih banyak pegawai yang berjenis kelamin 
perempuan dibanding dengan pegawai yang berjenis kelamin laki-laki. 
      Dimensi lain dalam kaitannya dengan dukungan peningkatan kualitas sumber 
daya aparatur adalah jenis dan kategori pendidikan terakhir yang telah ditempuh 
sebagai indicator persiapan aparatur dan peneyelesaian kemampuan sesuai dengan 
tuntutan tingkat pendidikan yang diperlukan.  
      Untuk lebih jelasnya distribusi pendidikan terakhir responden dapat dilihat 
pada tabel 4.4. 
Tabel 4.4 
Keadaan Responden Menurut Pendidikan Terakhir 
Kategori  F Persentase 
Tamat SD / Sederajat - - 
Tamat SMP / Sederajat 1 3,70 
Tamat SMA / Sederajat 6 22,22 
Akademi / Diploma 1 3,70 
Sarjana Strata Satu 17 62,96 
Sarjana Strata Dua 2 7,40 
Jumlah 27 100 
Sumber : dari data Primer 2011 
       
Dari tabel 4.4 terlihat tingkat pendidikan terakhir pegawai Sekretariat Daerah 
Kabupaten Mamuju paling banyak adalah sarjana Strata satu (s1) sebanyak 17 
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orang  (62,96 %), tamat SMU sebanyak 6 orang (22,22 %), program Diploma / 
Akadmi 1 orang (3,70 %), Tamat SMP sebanyak 1 orang (3,70 %), dan 2 orang 
(7,40 %) yang berpendidikan sarjana Strata dua. Sedangkan yang tamant SD tidak 
ada. 
      Dalam kaitannya dalam SDM aparatur pada sekretariat Daerah Kabupaten 
Mamuju perlu peningkatan kualitas dan kualifikasi jenis pendidikan mulai dari 
SMU ke akademi sampai dengan tingkat sarjana melalui program pendidikan 
Formal dalam dimensi pengembangan sumber daya aparatur. 
Ditinjau dari segi tingkat pendidikan Responden pada Kantor Sekretariat 
Daerah Kabupaten Mamuju sangat berpotensi untuk mengoptimalisasi 
kemampuan mereka dan mengembangkannya, dan cukup potensial untuk 
dikembangkan dalam karier di masa mendatang, serta peningkatan pengetahuan 
dan keahlian untuk mengisi formasi jabatan dalam rangka peningkatan kualitas 
aparat pemerintah.  
Pengalaman kerja merupakan salah satu indicator untuk melihat kekuatan dan 
kesiapan aparatur dalam melakukan serangkaian pelayanan kepada masyarakat 
umum. Hal ini berarti semakin berpengalaman aparat tersebut, maka akan 
cenderung pelayanan kepada masyarakat juga semakin memuaskan. Distribusi 
mengenai pengalaman kerja pada Sekretariat Kabupaten Mamuju dapat dilihat 
pada tabel 4.5. 
Tabel 4.5 
Keadaan Responden Menurut Pengalaman Kerja 
Kategori  F Persentase 
0-5 Tahun 5 18,51 
6-10 Tahun 10 37,03 
11-15 Tahun 4 14,81 
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16-21 Tahun 5 18,51 
21 Tahun Keatas 3 11,11 
Jumlah 27 100 
Sumber : dari data Primer 2011 
       
      Dari tabel 4.5 terlihat bahwa pegawai yang terbanyak yaitu 10 orang (37,03 
%) bermasa kerja 6-10 tahun, disusul oleh 5 orang (18,51 %) yang bermasa kerja 
0-5 tahun dan 5 orang (18,51 %)  yang bermasa kerja 16-21 tahun, dan kemudian 
4 orang (14,81 %) yang bermasa kerja 11-15 tahun, dan yang paling sedikit yaitu 
3 orang (11,11 %) yang bermasa kerja 21 tahun keatas.  
Hal ini tentunya responden sangat berpotensi untuk memiliki 
mengoptimalisasikan kemampuannya dengan baik. Hal ini dapat dihubungkan 
dengan kemampuan pegawai dalam mengoptimalisasi potensi yang dimilikinya 
yaitu semakin lama masa kerja seorang pegawai maka semakin memungkinkan 
seorang pegawai untuk lebih meningkatkan kemampuannya dan 
mengaplikasikannya dalam menjalankan tugasnya serta menjadi teladan untuk 
pegawai – pegawai yang masa kerjanya masih tergolong lebih pendek. 
      Pengalaman kerja mempengaruhi penguasaan terhadap tugas yang diemban, 
oleh karena itu semakin lama seorang aparat menghadapi suatu pekerjaan maka 
akan semakin dikuasai dan semakin mahir pekerjaan yang dihadapai oleh aparat 
tersebut. 
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4.2  Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan 
Pelatihan di kantor sekretariat kabupaten mamuju. 
       Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pada 
dasarnya diarahkan untuk membentuk sosok PNS sebagai abdi negara yang 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil dan merata. 
Kebutuhan akan pegawai yang profesional dan terampil dibidangnya mengalami 
kemajuan yang begitu pesat, dimana kebutuhan tersebut merupakan suatu peluang 
dan menjadi tuntutan bagi setiap instansi tak terkecuali pada Kantor Sekretariat 
Daerah Kabupaten Mamuju. Salah satu bentuk akan tingginya kebutuhan pegawai 
yang memiliki kompetensi adalah adanya tuntutan dari pemerintah dan 
masyarakat.  
      Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai tercantum pada pasal 31 
ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian 
yaitu untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan 
pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai 
Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, 
kemampuan dan keterampilan. Penjenjangan pendidikan dan pelatihan (Diklat) 
pegawai negeri dengan koordinasi Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971 mengenai fungsi 
dan tugas Lembaga Administrasi Negara serta Keputusan Presiden Nomor 34 
Tahun 1972 dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 ditentukan dalam 
beberapa bentukyaitu setelah jenjang prajabatan diikuti oleh pendidikan dan 
pelatihan (Diklat) jabatan pegawai kantor sekretariat kabupaten mamuju sampai 
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pada tahun 2011 jumlah pegawai 134 orang dengan latarbelakang pendidikan 
yang berbeda, sehingga dari aspek kualitas hal ini dapat menunjang pelaksanaan 
tugas jabatan pegawai kantor sekretariat kabupaten mamuju. Perlu diperhatikan 
bagaimana mengoptimalkan mereka melalui pendidikan dan pelatihan secara 
maksimal.  
      Adapun program pengembangan sumber daya manisia melalui pendidikan dan 
pelatihan yang pernah diikuti para pegawai kantor sekretariat kabupaten mamuju. 
      Untuk lebih jelasnya dapat  dilihat pada tabel berikut sebagai berikut : 
Tabel 4.6 
Keadaan Responden Menurut Pelatihan yang Pernah Diikuti 
Diklat F Presentase 
Striktural  8 29,62 
Fungsional  1 3,27 
Teknis  7 25,95 
Tidak pernah 11 40,74 
Jumlah 27 100 
Sumber : dari data Primer 2011 
      Keadaan responden yang pernah mengikuti diklat terlihat 8 (29,62%) orang 
yang mengikuti diklat struktural, 7 orang (25,95 %) yang mengikuti diklat  teknis, 
1 orang (3,27 5) yang mengikuti diklat fungsional, dan 11 orang (40,74) yang 
tidak pernah mengikuti program diklat. Dan dapat disimpulkan bahwa paling 
banyak pegawai yang mengikuti pendidikan struktural. Kemudian pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju yang mengikuti pendidikan Struktural 
memiliki beberapa tingkatan yang berbeda, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 
Penyiapan sumber daya manusia yang ada di daerah terutama aparat 
Pemerintah Daerah harus dapat mengantisipasi kemungkinan perubahan Tanpa 
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adanya kesiapan aparatur yang berkualitas untuk menjalankan pemerintahan 
dalam rangka mencapai tujuan. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan yang mampu mengoptimalisasi kemampuannya, karena 
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tergantung pada kualitas 
manusia yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap 
kinerjanya sehingga untuk meningkatkan kinerja dapat melalui pelatihan. 
Pelatihan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja 
seseorang terkait dengan aktifitas ekonomi dan membantu pegawai dalam 
memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan 
keterampilan, kecakapan, sikap, dan mengoptimalisasikan kemampuan yang 
diperlukan instansi dalam usaha mencapai tujuan. 
Tabel 4.7 
Keadaan Responden  Menurut Diklat Struktural Yang Pernah Diikuti 
Diklat Struktural  F Persentase 
Diklatpim 1 - - 
Diklatpim 2 1 3,70 
Diklatpim 3 1 3,70 
Diklatpim 4 8 29,62 
Tidak Pernah 17 62,96 
Jumlah 27 100 
Sumber : dari data Primer 2011 
Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut diklatpim dilaksanakan untuk 
mencapai persyaratan kompentensi kepemimpinan pegawai pemerintah yang 
sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklatpim terdiri dari: 
i. Diklatpim tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon III; 
ii. Diklatpim tingkat III adalah diklatpim untuk jabatan struktural eselon III; 
iii. Diktalpim tingkat II adalah diklapim untuk jabatan struktural eselon II; 
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iv. Diklatpim tingkat I adalah diklatpim untuk jabatan struktural eselon I; 
Dari tabel 4.8 keadaan responden tentang diklat struktural yang pernah diikuti 
terlihat ada 1 orang (3,70 %)  yang mengikuti Diklatpim 2, kemudian 1 orang 
(3,70 %)  yang pernah mengikuti diklatpim 3, dan 8 orang (29,62 %) yang pernah 
mengikuti diklatpim 4, sedangkan yang tidak pernah mengikuti diklat yaitu 17 
orang (62,96 %). Dari semua responden tidak terdapat responden yang pernah 
mengikuti Diklatpim 1. 
 Hal ini menunjukkan bawa hanya sebahagian responden yang telah mengikuti 
diklat. Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor yg mempengaruhi 
pengembangan sumber daya manusia, dengan melihat data diatas bahwa hanya 
sebahagian dari responden yang pernah mengikuti diklat, dengan demikian bahwa 
kualitas aparat dalam hal ini pegawai negeri sipil yang ada di lingkup sekretariat 
kabupaten mamuju sendiri entah itu dari segi pendidikan dan wawasannya 
memang belum cukup baik dan memadai dan sangat perlu dikembangkan lagi 
dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur sehingga menghasilkan 
aparat-aparata yg unggul dan berkualitan serta dapat diandalkan. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa Pendidikan dan pelatihan banyak hal yang 
dapat diharapkan keikutsertaan tenaga kerja dalam program pendidikan dan 
pelatihan. Harapan tersebut diantaranya adalah menambah dan meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan proses pemetangan kepribadian peserta 
pendidikan dan pelatihan, dampak dari hal-hal tersebut berpengaruh terhadap 
tujuan-tujuan selanjutnya, baik secara kuantitas dan kualitas, meningkatkan proses 
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perencanaan SDM, baik untuk didik maupun dilatih dalam periode waktu yang 
tepat pula, meningkatkan semangat kerja. 
Lebih lanjut bahwa pentingnya pendidikan dan pelatihan bukanlah semata-
mata bagi pegawai bersangkutan, tetapi juga keuntungan bagi organisasi. Karena 
dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan para pegawai, dapat 
meningkatkan produktivitas kerja para pegawai yang bersangkutan. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dan pelatihan 
adalah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja dalam 
usahanya untuk meningkatkan optimalisasi kinerja pegawai sehingga 
menghasilkan kinerja yang berkualitas. 
Ini menjadi bahan evaluasi bagi para pegawai Kantor Sekretariat Daerah 
Kabupaten Mamuju dan juga secara organisasi bahwa Pendidikan dan Latihan 
sangat penting guna menambah kemampuan pegawai dalam mengoptimalisasi 
potensi yang dimiliki. Oleh karena itu Untuk memperoleh gambaran yang lebih 
lengkap mengenai pelaksanaan Diklat di sekretariat kabupaten mamuju, peneliti 
menggunakan teori yang dikemukakan Siswanto Sastro tentang prinsip umum 
dalam pendidikan dan pelatihan. Adapun indikator-indikatornya adalah Perbedaan 
Individu (Individual Difference), Hubungan Dengan Analisis Pekerjaan (Relation 
to Job Analysis), Motivasi (Motivation), Partisipasi yang Aktif (Active 
Participation), Seleksi Pendidikan dan Pelatihan (Selection of Training and 
Education), Pemilihan Para Pengajar (Selection Of Teacher), Pelatihan 
Pengajar/pelatih (Trainer Teacher Training), Metode Pendidikan dan Pelatihan 
(Trainer Teacher Training), Prinsip Belajar (Principle of Learning). Tapi di sini 
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penulis hanya menggunakan empat indikator yang dianggap penting dan sesuai 
dengan yang diteliti, yakni hubungan dengan analisis pekerjaan, motivasi, pelatih 
atau yang biasa disebut widyaiswara, metode pendidikan dan pelatihan. 
Mengingat materi dalam Diklat merupakan suatu hal yang penting maka penulis 
memasukkan kedalam salah satu indikator.  
1. Hubungan Dengan Analisis Pekerjaan  
      Program pendidikan dan pelatihan harus dihubungkan dengan analisis 
pekerjaan, baik deskripsi pekerjaan maupun syarat-syarat pekerjaan. Yang 
pertama adalah suatu keterangan yang nyata dan teratur mengenai kewajiban dari 
tanggung jawab tertentu dan sekaligus merupakan gambaran menyeluruh tentang 
tugas dan pekerjaan yang akan diberikan kepada seorang tenaga kerja (job 
description). Kedua adalah informasi menyeluruh yang harus dipenuhi tenaga 
kerja, baik menyangkut materiil, immateril, maupun intelektual agar dapat 
memangku suatu pekerjaan yang akan diberikan kepadanya (job specification). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seoarang pegawai yang pernah 
mengikuti Diklat mengikuti Diklat Struktural (Diklatpim IV dan Diklatpim III) 
menyatakan bahwa : 
“Sebelum mengikuti Diklat terlabih dahulu diseleksi, pegawai yang tidak 
sesuai tupoksi dengan jenis Diklat otomatis tidak akan lulus seleksi. Kalau 
begitu kan percuma saja”. 
 
      Mengenai kesesuaian antara jenis Diklat dengan jabatan. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan pegawai yang telah mengikuti Diklatpim III menyatakan 
bahwa :  
“Saya rasa sesuai. Kita tidak bisa menduduki suatu jabatan tanpa 
mengikuti Diklat sesuai penjenjangan jabatan tersebut”. 
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2. Motivasi  
       Menurut Terry G. (1986), motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri 
seseorang individu yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan 
(perilaku). Berkaitan dengan motivasi pegawai sekretariat kabupaten mamuju 
dalam mengikuti Diklat. Berikut petikan wawancara dengan pegawai yang telah 
mengikuti Diklat, yakni :  
“Kalau saya ditanya apa motif anda mengikuti Diklat? Seperti ini 
jawaban saya : Diklat merupakan peluang bagus untuk memperbaiki 
kompetensi dan kemampuan kita. Diklat itu juga merupakan persyaratan 
wajib untuk menduduki jabatan. Selain itu ada tunjungan untuk pegawai 
yang telah mengikuti Latpim”. 
      Di tempat/ruangan yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan 
pegawai lain menyatakan bahwa :  
 
“Untuk peningkatan kompetensi pada bidang profesi dan peningkatan 
karier”. 
      Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa motif 
para pegawai mengikuti Diklat atas kesadaran mengingat Diklat merupakan 
wadah para pegawai mengembangkan diri atau memperbaiki kualitas diri untuk 
dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional. Tapi dilain pihak masih ada 
kecenderungan dari beberapa pegawai untuk menduduki jabatan dengan 
kompensasi lebih baik.  
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3.Materi Pendidikan dan Pelatihan  
      Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti : Sikap dan semangat pengabdian 
yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tanah air, kompentensi teknis, 
manajerial, efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan 
dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja 
dan organisasinya. Diperlukan materi atau kurikulum Diklat yang sesuai jenis 
Diklat dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. 
      Berkaitan dengan kesesuain materi atau kurikulum Diklat dengan jenis Diklat 
yang pernah diikuti, salah satu pegawai sekretariat kabupaten mamuju 
menyatakan bahwa : 
“Materi-materi yang diberikan selalu sesuai dengan jenis Diklat yang 
diikuti. Materi-materi nantinya menjadi acuan kami dalam bekerja dan 
dilaksanakan dalam praktek keseharian, misalnya perencanaan keuangan 
kita harus mengacu kesana karena itu sudah baku”. 
    Dari hasil wawancara dengan  pegawai yang mengikuti jenis Diklat yang 
berbeda diatas, dapat digambarkan bahwa materi Diklat dan jenis Diklat yang 
diikuti pegawai-pegawai di sekretariat kabupaten mamuju sudah sesuai. 
Berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi untuk Diklat teknis manajemen PNS 
desain kurikulum Diklat bagi PNS yang memimpin satuan organisasi bidang 
kepegawaian itu meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, kompensasi, 
mutasi pegawai, pemberhentian pensiun. 
      Mengenai kesesuaian antara materi Diklat dengan jabatan dan pekerjaan, salah 
seorang pegawai menyatakan bahwa :  
“Sejauh saya mengikuti Diklat, materi-materi yang saya peroleh itu sudah 
tepat dengan tupoksi selaku pemangku jabatan. Penyesalan yang besar 
kenapa waktu Diklat saya tidak maksimal mengikuti setiap materi, 
padahal materi Diklat itu menjadi acuan pekerjaan saya sekarang”. 
      Berdasarkan pernyataan beberapa pegawai BKD Kabupaten Enrekang 
mengenai kesesuaian antara materi Diklat dengan jenis Diklat dan kesesuaian 
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tupoksi jabatan dengan materi Diklat digambarkan bahwa pegawai BKD 
Kabupaten Enrekang yang telah mengikuti Diklat memperoleh materi Diklat 
sudah sejalan dengan jenis Diklat dan tupoksi jabatan. Namun disadari sendiri 
oleh pegawai bahwa kesesuaian materi belum sepenuhnya bisa menjamin 
peningkatan kemampuan pegawai menyelesaikan tupoksinya. 
4. Widyaiswara (Pelatih) Pendidikan dan Pelatihan  
      Menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 
2008 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil 
yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan 
tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih 
PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) pemerintah. Seorang 
Widyaiswara harus memenuhi standar kompetensi, sebagai berikut : Kompetensi 
pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 
kompetensi Subtantif. Efektifnya suatu proses belajar mengajar sangat besar 
ditentukan oleh kompetensi widyaiswara. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, 
pegawai kantor sekeretariat kabupaten mamuju menyatakan bahwa :  
“Sangat kompeten. Pelatihnya itu tidak sembarang, macam itu 
pembimbing kami dari Unhas sudah sangat terlatih bahkan sudah keliling 
ASEAN dan kalau di Indonesia sendiri, sudah sering mendapat 
penghargaan”.  
 
      Dilain kesempatan seorang pegawai lain menyatakan hal yang berbeda, yakni :  
“Ada beberapa dari mereka yang mempunyai kompetensi yang sangat 
baik tapi ada juga yang biasa-biasa saja, saja. Ada pelatih yang cara 
mengajarnya kurang menarik tapi pas ujian luar biasa rumit. Kadang ada 
beberapa yang membawakan materi secara maraton takut ketinggalan”.  
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      Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai diatas, dapat digambarkan 
bahwa ada beberapa widyaiswara yang belum memenuhi kompetensi kepribadian 
yakni : belum mampu menampilkan pribadi yang dapat diteladani, dan 
menunjukkan etos kerja. 
      Menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 
2008 Pasal 7 yang berbunyi “Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah 
kompetensi yang harus dimiliki widyaiswara dalam merencanakan menyusun, 
melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran”. Kompetensi pengelolaan 
pembelajaran sebagaimana dimaksud, yakni :  
a. Membuat Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun 
Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran 
(SAP)/Pencana Pembelajaran (RP).  
b. Menyusun bahan ajar  
c. Menerapkan pembelajaran dewasa  
d. Melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta  
e. Mengevaluasi pembelajaran.  
      Melihat pernyataan dan Peraturan di atas, dapat digambarkan bahwa salah satu 
kegagalan widyaiswara adalah ketidakmampuan merespon cepat kondisi yang 
terjadi dam pembelajaran. Hal ini, menjadi penghambat penerimaan materi para 
peserta Diklat.  
        Jika melihat hasil wawancara dengan pegawai diatas, dapat disimpulkan 
bahwa, ketidak efektifan dan optimalnya penyerapan materi pelajaran oleh peserta 
Diklat terkhusus pegawai sekretariat kabupaten mamuju disebabkan oleh beberapa 
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widyaiswara yang belum memenuhi kompetensi yakni : belum mampu 
menampilkan pribadi yang dapat diteladani, menunjukkan etos kerja dan belum 
melaksanakan komunikasi yang efektif dengan peserta. 
5. Metode Pendidikan dan Pelatihan  
      Metode pendidikan dan pelatihan merupakan suatu cara sistematis yang dapat 
mengkondisikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk 
mengambangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Siswanto). 
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan harus didasarkan pada metode-metode yang 
telah ditetapkan di dalam program pendidikan dan pelatihan. Kurikulum dan 
Metode Diklat tercantum dalam penjelasan PP RI No. 101 tahun 200 Pasal 18 
yang berbunyi :  
Mengingat peserta Diklat telah memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja 
tertentu maka digunakan metode Diklat bagi orang dewasa yang :  
1. Sesuai kebutuhan praktis orang dewasa dan pengembangan diri peserta.  
2. Bersifat interaktif antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta.  
3. Berlangsung dalam suasana belajar yang bebas, dinamis dan fleksibel.  
     Berkaitan dengan hal tersebut diatas, salah satu pegawai sekretariat kabupaten 
mamuju menyatakan bahwa :  
“Sesuai dengan metode. Metode-metode yang kami gunakan dalam Diklat 
seperti : simulasi, diskusi kelas dan diskusi kelompok, pemaparan di 
depan kelas. Waktu Latpim ada juga semacam outbond selama 3 hari dan 
dinamika kelompok dilakukan 2 hari pada saat prajabatan”.  
 
     Senada dengan pernyataan pegawai diatas, pegawai pada bidang lain di kantor 
sekretariat kabupaten mamuju :  
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“Metode-metode yang digunakan ada empat, seperti : ceramah, diskusi 
kelompok, simulasi, dan pembelajaran pindah kelas. Dan pada jam-jam 
tertentu diadakan outbond, olahraga, dan beberapa permainan”.  
 
      Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai tersebut diatas menghasilkan 
pernyataan yang hampir sama, yakni metode yang digunakan berupa ceramah, 
diskusi kelompok, simulasi. Dan untuk tetap menyegarkan pikiran dan badan 
peserta Diklat dilakukan outbond, olahraga dan games. 
6. Perubahan Kualitas Sumber Daya Manusia di kantor sekretariat daerah 
kabupaten Pasca Diklat  
 
Keberhasilan pelatihan harus diukur dengan menggunakan tujuan-tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pelatihan dapat dibuat untuk wilayah 
apapun dengan menggunakan salah satu dari keempat dimensi Robert L. Mathis & 
John H. Jackson.  
Berdasarkan pada hal tersebut di atas, penulis melakukan wawancara 
dengan beberapa pegawai kantor sekretariat kabupaten mamuju mengenai 
perubahan yang dirasakan pasca Diklat Salah seorang pegawai yang berhasil 
ditemui menyatakan bahwa :  
“Adalah sedikit-sedikit pengaruhnya dalam bidang saya”. 
Senada dengan jawaban singkat pegawai di atas, pegawai pada staf bagian umum 
p kantor sekretariat kabupaten mamuju :  
“Jelas ada pengaruhnya, cuma yang namanya ya sedikit-sedikitlah. 
Pengaruhnya dari segi penguasaan bidang perencanaan keungan, seperti 
jenis diklat yang saya ikuti waktu itu. “ 
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Berbeda dengan pernyataan dua orang pegawai di atas, pegawai lain 
menyatakan bahwa :  
“Seberapa pun besarnya ilmu yang kita dapat di Diklat harus 
diaplikasikan pada pekerjaan dan tercermin pada tingkah keseharian. 
kita. Harus terus belajar dan berusaha mengerjakan tugas semaksimal 
mungkin.  
 
Pada kesempatan yang berbeda, penulis memberikan pertanyaan mengenai 
pemberian target yang harus dicapai peserta Diklat kepada  
 Sekertaris Daerah Kabupaten mamuju menyatakan bahwa :  
“Harus ada peningkatan kemampuan atau kualitas. Ilmu yang diperoleh 
di Diklat harus bisa diaplikasikan dalam pekerjaan dan mencerminkan 
kinerja dan kualitas”.   
 
Selanjutnya, penulis menanyakan sejauh ini apakah ibu melihat ada 
perbaikan kemampuan para pegawai kantor sekretariat kabupaten mamuju yang 
telah mengikuti Diklat. Beliau kemudian menyatakan bahwa:  
“Pasti ada, tapi besar kecilnya perubahan itu dikembalikan lagi kepada 
kemampuan masing-masing pegawai menangkap materi dan 
mengaplikasikan ilmunya tersebut”.  
 
Pembelaan yang dilakukan oleh Sekertaris daerah kabupaten mamuju 
merupakan hal yang wajar karena pada kenyataannya sulit menemukan dua 
individu yang memililki karakteristik yang sama. Mungkin dapat ditemui peserta 
pendidikan dan pelatihan yang berpikir dan mampu menyelesaikan segala tugas 
yang diberikan dalam waktu singkat. Tidak mustahil pula ada peserta yang cara 
berpikir maupun belajarnya sangat lamban dibandingkan peserta lainnya. Selain 
itu, bukan merupakan hal yang aneh apabila peserta pendidikan dan pelatihan 
berbeda kecepatan belajarnya untuk ilmu pengetahuan yang berbeda. Perbedaan 
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individu yang menyangkut latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, dan 
minat menjadi faktor perbedaan kemampuan. 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis. Ada beberapa pegawai yang belum 
mengusai sepenuhnya pekerjaan sehari-harinya, sehingga mereka harus meminta 
bantuan kepada pegawai lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya 
menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan yang berhubungan dengan kedisiplinan 
pegawai masih belum baik, beberapa pegawai terlambat masuk dan cepat pulang, 
bahkan ada yang tidak hadir tanpa pemberitahuan. Hasil pengamatan penulis 
tersebut sudah sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Kinerja dan 
Kesejahteraan di atas.  
      Jika melihat hasil pengamatan dan hasil wawancara tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa di kantor sekretariat kabupaten mamuju tujuan dari 
pendidikan dan pelatihan belum tercermin secara maksimal, terlihat dari 
kedisiplinan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional 
sesuai dengan kebutuhan instansi 
4.3 Faktor-faktor Pendukung dan penghambat Pelaksanaan 
Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Kantor Sekretariat Kabupaten 
Mamuju 
      Secara umum bahwa tingkat kinerja para pegawai baik pegawai swasta 
maupun Aparatur Pemerintah dimanapun mereka bekerja secara kuntitatif maupun 
kualitatif dipengaruhi oleh beberapa macam faktor. Faktor-faktor tersebut dapat 
dikelompokkan menjadi dua kelompok utama yaitu faktor yang datang dari dalam 
diri manusia itu sendiri, dan faktor yang datang dari luar diri manusia. 
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      Faktor-faktor yang datangnya dari dalam diri manusia dan luar diri manusia 
yaitu keadaan yang datangnya dari dalam dan dari luar yang mempengaruhi 
kondisi dan lingkungan kerja yang kurang menyenangkan maupun yang 
menyenangkan, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai, yang pada akhirnya akan berdampak pula pada kinerja 
organisasi secara keseluruhan. 
      Dengan demikian penelusuran secara sadar bahwa pencapaian suatu kinerja 
yang maksimal tentunya ada faktor yang melatarbelakangi, mengapa ada aparat 
yang berkinerja rendah/buruk dan ada pula yang berkinerja baik. Pemahaman ini 
penting terutama untuk mengantisipasi pengembangan sumber daya manusia 
aparatur di kantor Sekretariat Kabupten Mamuju dalam pelaksanaan fungsi 
pelayanan publik. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi baik 
buruknya kinerja aparat, pengelola sumber daya manusia dapat mengklasifikasi 
faktor-faktor yang perlu diperbaiki. 
      Dalam penelitian ini kaitannya dengan pelaksaanaan pengembangan sumber 
daya manusia aparatur di Kantor Sekretariat Kabupaten Mamuju yang masih 
tergolong rendah, telah diidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
baik-buruknya kinerja aparat yang merupakan faktor pendukung dan penghambat 
yaitu dari dalam diri (internal) adalah faktor motivasi dan faktor kemampuan, 
serta sarana dan prasarana (ekternal). Untuk melihat bagaimana faktor-faktor dari 
luar diri aparat (eksternal) tersebut berpengaruh terhadap kinerja aparat secara 
keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Motivasi dari pimpinan       
      Kepemimpinan seseorang harus mampu menjadi pengayom dan mampu 
mempengaruhi bawahan dan sekaligus menjadi tauladan dan panutan untuk 
bekerja lebih baik. Kepemimpinan dipahami sebagai kekuatan untuk 
menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai alat, sarana atau 
proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara 
sukarela/sukacita. 
Dilihat dari aspek pemberian motivasi dalam lingkungan kerja organisasi 
Pemerintahan Kabupaten Mamuju merupakan suatu hal yang dapat dianggap 
penting karena adanya kemampuan pimpinan untuk dapat bekerja sama dan 
mempengaruhi bawahannya dalam pencapaian tujuan, jadi pada intinya adalah 
pemberian motivasi suatu hal yang membuat seseorang benar-benar berusaha 
untuk mengeluarkan tenaga dan fikirannya demi untukmenyelesaikan tugas yang 
diberikan. Selain itu pemeberian motivasi juga dapat dianggap sulit karena 
tergantung kemampuan atasan untuk dapat mengukur dan mengkaji perilaku 
pegawainya. Kata kuncinya adalah motivasi yang cukup kuat dan positif terjadi 
jika atasan member sebagai respon terhadap suatu permintaan, tetapi motivasi 
tidak berjalan apabila seorang dipaksa  untuk tunduk pada permintaan atasan. 
Oleh karena itu motivasi dapat dipengaruhi dari bagaimana peran pemerintah 
dalam memperhatikan kualitas sumber daya manusianya, agar aparatur 
pemerintahnya dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan, serta memiliki 
sumber daya manusia yang handal.  
 
93 
 
Berikut dapat dilihat pada tabel berikut 4.9. 
Tabel 4.9 
Pendapat Responden Tentang Perhatian Peningkatan Kualitas Aparat  
dilingkungan kerja oleh pemerintah Daerah 
Kategori i F F.i % 
Memperhatikan  4 7 28 25,92 
Cukup Memperhatikan 3 15 45 55,55 
Kurang  Memperhatikan 2 5 10 18,51 
Tidak Memperhatikan 1 - - - 
Jumlah  27 83 100 
Skor Rata-rata 3,07  
Sumber : dari data Primer 2011 
Kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat penting peranannya dalam 
rangka memimpin aktivitas-aktivitas dengan upaya penggunaan pengaruh yang 
bukan pemaksaan dalam memotivasi pegawai untuk mencapai tujuan tertentu 
melalui proses komunikasi. Motivasi kerja merupakan kondisi atau energi yang 
menggerakkan diri pegawai yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan 
organisasi. Penelitian dilakukan oleh Webb (2007) menemukan bahwa 
kepemimpinan memiliki peranan besar dan berpengaruh signifikan terhadap 
motivasi kerja. 
Dari data 4.9 menunjukkan perhatian pemerintah pada peningkatan sumber 
daya aparat di Sekretariat Kabupaten Mamuju menurut pendapat responden yaitu 
7 orang (25,92 %) yang menyatakan Memperhatikan, 15 orang (55,55 %) 
menyatakan Cukup Memperhatikan, 5 (18,51%) orang yang menyatakan Kurang 
Memperhatikan, dan tidak ada yang berpendapat Tidak Memperhatikan. Adapun 
nilai skor rata-ratanya adalah 3,07. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dalam 
hal ini pemerintah cukup memperhatikan dan peduli akan  peningkatan sumber 
daya aparatur dikantor sekretariat kabupaten mamuju. Salah satu bukti 
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kepeduliaanya adalah dengan menyiapkan anggaran untuk peningkatan kualitas 
sumber daya aparaturnya. Akan tetapi animo aparat untuk meningkatkan kualitas 
dirinya masih rendah, rasa puas dari dalam diri seorang aparat dengan status 
pagawai negeri sipil yang diasandangnya mungkin menjadi penyebab. Rasa puas 
yang timbul dari dalam diri karena sudah mampu bekerja dengan menghasilkan 
tanpa dirasa perlu untuk memningkatkan kualitas diri secara intelektual maupun 
moral.  
Kepuasan para pegawai Kantor Sekretariat Daerah Mamuju tercipta karena 
pimpinannya memiliki kompetensi dalam melakukan tugas kepemimpinannya, 
memiliki kemampuan melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang 
baik, serta konsekuen dalam menerapkan peraturan kerja yang berlaku yang 
ditunjukkan dengan pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar 
kedisiplinan/peraturan yang berlaku. 
Kondisi berdasarkan kualitas pribadi dan tindakan administratif oleh 
pimpinan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju tersebut menimbulkan 
kepuasan para pegawai dalam peningkatan kualitasnya, dan pegawai merasa 
bahwa pengawasan dan penilaian terhadap pegawai telah dilakukan dengan adil, 
penugasan oleh pimpinan telah dilakukan berdasarkan kompetensi dari tiap-tiap 
pegawai, serta kebijakan dan peraturan telah diberlakukan secara tegas dan adil 
oleh pimpinan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. 
Kondisi yang di dalamnya pimpinan menekankan pentingnya kebersamaan dalam 
menyelesaikan tugas serta selalu menciptakan hubungan yang harmonis dengan 
para bawahannya juga telah menciptakan kepuasan kerja pegawai  terhadap 
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pengelolaan atau manajemen tim kerja yang ada dalam kelompok kerja diKantor 
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju 
Kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Keberhasilan atau 
efektivitas kepemimpinan seseorang tidak saja diukur bagaimana memberdayakan 
bawahannya, akan tetapi juga kemampuannya menjalankan kebijakan organisasi 
melalui cara atau gaya kepemimpinannya sehingga dapat meningkatkan kinerja 
pegawai. Kinerja pegawai  merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh 
pegawai yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap pegawai atau 
organisasi. 
2. Sarana dan prasarana  
      Faktor sarana dan prasarana ini tergolong penting dalam proses pelaksanaan 
dan penyelenggaraan aktivitas. Sarana dan prasarana adalah setiap benda atau alat 
yang dipergunakan untuk memperlancar/mempermudah pekerjaan Peralatan yang 
dimiliki disamping harus cukup secara kualitas, juga harus baik dan tepat untuk 
suatu tujuan. Semakin baik peralatan yang dimiliki semakin memperlancar dan 
mempermudah mekanisme kerja dan mempercepat penyelesaian kerja. Menurut 
Nawawi (1984:25) bahwa alat pada dasarnya merupakan sumber kerja material 
hanya patut dipergunakan apabila mampu meningkatkan hasil yang dicapai 
dibandingkan dengan cara kerja tanpa mempergunakan alat. Secara umum sarana 
dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang 
dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia 
maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang 
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diharapkan sesuai dengan rencana. Berdasarkan pengertian di atas, maka sarana 
dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut : 
1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat 
waktu. 
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa. 
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin. 
4. Lebih memudahkan/ sederhana dalam gerak para pengguna/ pelaku. 
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin. 
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. 
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang 
mempergunakannya. 
Fasilitas kerja terkait dengan  lingkungan kerja, karena lingkungan kerja  juga 
merupakan fasilitas kerja, dengan  adanya lingkungan kerja yang nyaman  maka 
pegawai dapat melaksanakan kerja  dengan baik. Menurut Moekijat (2001 :  155) 
secara sederhana yang dimaksud  dengan fasilitas adalah suatu sarana fisik  yang  
dapat memproses suatu masukan  (Input) menuju keluaran (output) yang  
diinginkan. Selanjutnya menurut Buchari  (2001 : 12) fasilitas adalah penyedia  
Perlengkapan- perlengkapan fisik untuk  memberikan kemudahan kepada  
penggunanya, sehingga kebutuhan- kebutuhan dari pengguna fasilitas tersebut  
dapat terpenuhi. Ditambahkan oleh  Bary  (2002 : 67) fasilitas kerja adalah 
sebagai  sarana yang diberikan oleh organisasi untuk  mendukung jalannya roda 
organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Fasilitas merupakan sarana atau wahana atau alat untuk mempermudah 
aktivitas perusahaan dan juga untuk mensejahterakan pegawai  agar para pegawai 
dapat melaksanakan  pekerjaannya dengan baik. Jadi fasilitas  kerja adalah sesuatu 
yang harus disediakan oleh organisasi, baik fasilitas yang disediakan secara 
langsung maupun  fasilitas pendukung untuk kemudahan dan kenyamanan bagi 
pegawai dalam melakukan pekerjaan. Menyadari akan pentingnya fasilitas kerja 
bagi pegawai  maka organisasi dituntut untuk  menyediakan dan memberikan 
fasilitas kerja karena keberhasilan suatu  organisasi tidak pernah terlepas dari 
pemberian fasilitas kerja. 
Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang perlu  diperhatikan 
dalam meningkatkan kinerja pegawai yang berdampak pada kinerja  lembaga.  
Sistem penyelenggaraan pemerintah secara menyeluruh telah mengalami 
perubahan baik di pusat maupun di daerah dengan berbasis kinerja, tingkat 
capaian yang berdasarkan pada kinerja serta pelayanan yang prima, untuk 
mencapai keberhasilan kinerja yang baik pegawai pemerintah diharapkan mampu 
menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya. Keberhasilan tingkat 
pencapaian kinerja lembaga tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sarana dan 
prasarana yang memadai, sehingga keberadaannya menjadi penting di setiap 
tingkatan kelembagaan. 
      Berkenaan dengan keadaan sarana dan prasarana kerja yang ada di Kantor 
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju dikatakan cukup memadai, dan sebagian 
responden berpendapat kurang memadai, akan tetapi sarana kerja yang cukup 
tidak selamanya mendukung pelaksanaan kerja seperti seperti alat elektronik dan 
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hambatannya. Implikasi tersebut dapat digambarkan bahwa peralatan yang 
dimiliki disamping harus cukup, juga harus secara maksimal dapat mempermudah 
pelaksanaan kerja. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.10. 
Tabel 4.10 
Pendapat Responden Tentang Fasilitas Sarana dan Prasarana 
 
Kategori i F F.i % 
Memadai 4 7 28 25,92 
Cukup memadai 3 14 42 51,85 
Kurang Memadai 2 4 8 14,81 
Tidak memadai 1 2 2 7,40 
Jumlah  27 80 100 
Skor Rata-rata 2,96  
Sumber : dari data Primer 2011 
      Dari tabel 4.10 dapat dilihat pendapat responden tentang fasilitas yang 
memadai yaitu, 7 orang (25,92 %) yang berpendapat fasilitas Memadai, 14 orang 
(51,85 %) yang Cukup Memadai, 4 orang (14,81 5%) yang berpendapat Kurang 
Memadai, dan yang terakhir 2 orang (7,40 %) yang berpendapat tidak memadai, 
dengan nilai skor rata-rata 2,96.  
      Data tersebut diatas didukung dengan hasil survey yang penulis lakukan 
bahwa pimpinana dalam hal ini pemerintah dilingkup Kantor Sekretariat 
Kabupaten Mamuju sangat memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana guna 
menunjang jalannya suatu aktifitas pekerjaan dengan mengalokasikan anggaran 
untuk pengadaan alat-alat dan perangkat-perangkat yg dapat menunjang 
terlaksananya aktifitas di Kantor Sekretariat Kabupaten Mamuju, demi 
pengembangan sumber daya manusia yang dapat dibanggakan demi kemajuan 
daerah. 
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Djoyowirono (2005: 24) menyatakan bahwa : “fasilitas/sarana adalah alat 
yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan manajemen dalam rangka  
mencapai tujuan organisasi”. 
Sarana dan prasarana dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Ini disebabkan 
karena seorang pegawai akan mampu bekerja dengan optimal apabila didukung 
oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun dalam Pelaksanaan pencapaian 
kinerja yang optimal, maka dibutuhkan sarana prasarana  baik yang habis pakai 
maupun barang inventaris kantor (perlengkapan kantor), dengan adanya sarana 
prasarana yang lebih memadai dapat menunjang seluruh aktivitas-aktivitas 
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas.  
Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat capaian 
yang lebih baik, hingga keberhasilan kinerja seorang pegawai dapat diukur dari 
kompetensi sumber daya manusia itu sendiri dalam menuangkan hasil 
pemikirannya yang baik dan akan lebih berguna apabila hasil pemikiran tersebut 
dituangkan dengan sebuah tulisan yang baik, hal ini akan menjadi suatu 
kesempurnaan seorang pegawai dalam mengaplikasikan potensinya yang sesuai 
dengan kompetensinya terhadap capaian kinerja dan dapat berguna bagi pegawai.  
Sarana dan prasarana sebagai salah satu aspek penunjang  dalam proses 
pencapaian tujuan lembaga tentunya dikelola untuk memfasilitasi pegawai dan 
berdampak pada kinerja pegawai yang optimal dan pada akhirnya  berdampak 
pada kinerja lembaga itu sendiri. 
Sarana dan prasarana merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan 
dari dunia kerja dan merupakan hal yang vital bagi pegawai untuk menyelesaikan 
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tugas-tugasnya. Dengan tersedianya manajemen sarana dan prasarana sebagai 
bentuk pengelolaan fasilitas sebagai penunjang kerja yang lengkap maka pegawai 
akan terdorong untuk meningkatkan  kinerjanya. Dampak yang timbul dari 
kondisi tersebut yaitu kinerja pegawai akan  lebih optimal dan tujuan dari 
organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. 
3. Suasana lingkungan kerja  
Ali (2007) menyatakan lingkungan kerja adalah lingkungan tempat dimana 
pegawai itu bekerja. Lingkungan yang baik dapat meningkatkan kinerja pegawai, 
sebaliknya lingkungan kerja yang kurang baik dapat menurunkan kinerja pegawai. 
Fathonah (2010)  dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
positif dan signifikan dari lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Selain itu 
Karstoro (2008) memaparkan dalam penelitiannya bahwa lingkungan berpengaruh 
langsung terhadap  optimalisasi kinerja pegawai. Mulyanto (2009) juga 
membuktikan dalam  penelitiannya yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh  
signifikan dari lingkungan terhadap kepuasan kerja 
Untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik perlu ditunjang adanya lingkungan kerja yang 
mendukung. Lingkungan yang menyenangkan dan memberikankepuasan serta rasa aman 
memiliki kecenderungan mempengaruhi peningkatankinerja, karena pegawai tidak merasa 
terganggu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga mereka lebih tenang, aktif,  tekun, dan 
serius menghadapi tugas-tugasnya. Buchori Zainun (2004: 59) mengatakan bahwa kinerja 
pegawai ditentukan pula oleh faktor-faktor lingkungan luar dan iklim kerja organisasi. Bahkan 
kemampuan kerja dan motivasi itu pun ditentukan pula oleh faktor-faktor lingkungan organisasi 
itu. Sedangkan Hendiana dalam Ishak Arep dan Hendri Tanjung (2004: 46) mengatakan faktor 
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motivasi yang berhubungan nyata terhadap kondisi pemberdayaan pegawai di antaranya yaitu 
kondisi lingkungan kerja baik secara fisik maupun non fisik.Berdasarkan kedua pendapat di 
atas dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja berperan penting dalam meningkatkan kinerja yang 
lebih baik. Jika lingkungan kerja menyenangkan, maka pegawai akan bekerja dengan bergairah 
dan lebih serius. 
Untuk menciptakan iklim yangmenyenangkan perlu adanya pengaturandan pengontrolan 
lingkungan kerja antaralain: 
a. Pengaturan penerangan tempat kerja 
b. Pengontrolan terhadap suara-suara gaduh 
c. Pengontrolan terhadap udara, pengontrolan terhadap kebersihan tempat kerja 
d. Pengontrolan keamanan tempat kerja. 
Penciptaan lingkungan kerja yangmenyenangkan dan dapat memenuhi kebutuhan pegawai 
akan memberikan rasapuas dan mendorong semangat kerja mereka. Sebaliknya lingkungan 
kerja yangkurang mendapat perhatian akan memba-wa dampak negatif dan menurunkan 
semangat kerja, hal ini disebabkan pegawaidalam melaksanakan tugas mengalamigangguan, 
sehingga kurang semangatdan kurang mencurahkan tenaga dan pikirannya terhadap tugasnya. 
Penciptaan iklim yang menyenangkan, antara lain dengan adanya pengaturan penerangan, 
pengontrolan terhadap suara-suara yang mengganggu dan perluadanya penerangan yang sesuai 
dengan kebutuhan dan sirkulasi udara dalamruangan yang menyegarkan sertaperlunya 
kebersihan lingkungan yangmenimbulkan rasa nyaman. 
Penciptaan lingkungan kerja yangsehat untuk menjaga kesehatan para kar-yawan dari 
gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan dan lain-lain. Pengaturan penerangan 
yang baik disesuaikan dengan keperluan, sebab sinar yang terang dengan lampu yang banyak 
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dan gemerlap belum tentu menjaminefektivitas kerja tetapi justru sebaliknya akan terjadi panas, 
menyilaukan dan ruangan menjadi gerah, sehingga menyebabkan pegawai tidak senang, oleh 
karena itu penerangan hendaknya secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, masalah 
kebersihan juga dapat menimbulkan rasa nyaman bagi pegawai. Kebersihan lingkungan 
merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya tanggung jawab penjaga atau petugas 
kebersihan saja, oleh karena itu semua pegawai hendaknya berpartisipasi menjaga kebersihan 
lingkungan. Dengan lingkungan kerja yang menyenangkan maka diharapkan pegawai 
cenderung akan bekerja dengan sikap disiplin yang tinggi, semangat dan memiliki rasatanggung 
jawab terhadap tugas pekerjaannya dan merasa tidak ada yang mengganggu. 
      Lingkungan kerja merupakan Salah satu yang dirasa mempengaruhi 
pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur  dalam menjalankan tugasnya 
yang tentunya dapat berfungsi sebagai pendorong agar aparatur dapat bekerja 
lebih baik. Suasana lingkungan kerja tentunya bisa menjadi suatu alasan  
penghambat penyelesaian suatu pekerjaan, berikut dapat dilihat dari tabel 4.11.   
Tabel 4.11 
Pendapat Responden Tentang Suasana Lingkungan Kerja 
Kategori I F F.i % 
Menyenangkan  4 7 28 25,92 
Cukup Menyenangkan 3 19 57 70.37 
Kurang Menyenangkan 2 1 2 3,70 
Tidak Menyenangkan 1 - - - 
Jumlah  27 87 100 
Skor Rat-Rata 3,22  
Sumber : dari data Primer 2011 
      Dari tabel 4.11 menunjukkan pendapat responden tentang suasana lingkungan 
kerja menunjukkan 7 orang (35,92%) yang menyatakan suasana kerja 
Menyenangkan,  19 orang (70.37%) yang menyatakan suasana kerja Cukup 
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Menyenangkan, 1 orang (3,70 %) yang menyatakan Kurang Menyenangkan, 
sedangkan tidak ada responden yang menyatakan Tidak Menyenangkan. 
Sedangkan skor rata-rata yang diperoleh sebanyak 3,22. Dari jawaban responden 
diketahui bahwa suasana lingkungan kerja mempengaruhi kinerja pegawai.  Dari 
data disajikan diatas penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dalam 
melaksanakan tugas, suasana dan kondisi lingkungan sekitar merupakan salah satu 
faktor yang menjadi penentu baik buruknya dan sukses tidaknya suatu aktifitas 
pekerjaan, dan sangat erat kaitannya dengan pengembangan sumber daya aparatur 
khususnya dikantor sekretariat kabupaten mamuju. Dimana pimpinan dalam hal 
ini pemerintah diharapkan mampu memnciptakan suatu suasana dan kondisi yg 
dimana parat pegawai dalam hal ini aparat akan merasa nyaman dan bersemangat 
dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 
sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan yaitu sebagai berikut :  
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan 
kantor sekretariat kabupaten mamuju belum tercermin sebagaimana mestinya 
karena dilihat dari :  
a. Pengelolaan pengembangan melalui Diklat Teknis belum dapat terlihat secara 
maksimal. Ketidakmaksimalan ini disebabkan fokus pengembangan sumber daya 
manusia di kantor sekretariat kabupaten mamuju lebih diorientasikan pada Diklat 
Struktural dari pada Diklat Teknis.  
b. Selain permasalahan di atas, ketersediaan anggaran turut menjadi penghambat 
belum terlaksanaanya Diklat secara maksimal. Besarnya jumlah anggaran yang 
harus dikeluarkan tidak seimbang dengan besarnya alokasi anggaran yang 
disediakan daerah.  
2. Pasca Diklat beberapa pegawai belum memperlihatkan perubahan kualitas yang 
signifikan. Orientasi pegawai yang lebih cenderung untuk menduduki jabatan 
dengan kompensasi lebih baik. Mencari insentif yang diperlukan dalam cita-cita 
mereka untuk promosi pada jenjang. 
yang lebih tinggi dan memperbaiki status sosial, maupun hierarki dalam 
organisasi menjadi penyebabnya.  
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5. 2. Saran  
      Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan beberapa hal sebagai berikut :  
1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju  terkhusus di kantor 
sekretariat kabupaten mamuju agar melaksanakan pengembangan sumber daya 
manusia dengan mengupayakan penyeimbangan pengelolaan antara Diklat 
Struktural dan Diklat Teknis/Fungsional sehingga tercermin pengembangan 
Sumber Daya Manusia sebagaiamana mestinya.  
2. Menyediakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Diklat, sehingga 
Pengelolaan Diklat berjalan efektif dan efisien yang menjadi bagian integral dari 
sistem pemngembangan sumber daya manusia.  
3. Disarankan kepada peserta Diklat, terkhusus bagi pegawai kantor sekretariat 
kabpaten mamuju yang mengikuti Diklat, agar meminimalisir faktor kepentingan 
pribadi dan lebih memfokuskan atau berorientasi pada tujuan Diklat yaitu 
meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan 
etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi, sehingga tercipta aparatur yang 
mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang 
       Wujud dari pemerintahan yang baik adalah terwujudnya tata pemerintahan 
yang baik atau lebih populernya dengan istilah Good Governance, dimana 
pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan secara baik, ramah, 
informative serta adil kepada masyarakat. Karena pada dasarnya tugas pemerintah 
adalah melayani (services) dan mengatur (regulatory) masyarakat. Pada era 
reformasi sekarang pemerintah diharapkan mampu mendahulukan kepentingan 
publik diatas kepentingan yang lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan  
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor sumber daya  aparatur 
pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Sebagai aparatur negara yang diatur dalam Undang-undang Kepegawaian No. 43 
tahun 1999 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 8 tahun 1974 
pada pasal 3 ayat 1 di tegaskan bahwa: 
“pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang     
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan dan pembangunan”. 
      Dengan demikian kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa aparatur 
merupakan hal paling vital dalam mempengaruhi  penyelenggaraan pemerintahan. 
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Pegawai negeri sebagai aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat 
diharapkan dapat memberikan  pelayanan secara adil dan merata kepada 
masyarakat. Wujud dari aparatur pemerintah yang mampu melaksanakan tugas 
secara professional dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah,  tentunya diharapkan bebas dari 
unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka dari itulah juga keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintah didaerah sebagai bagian integral dari system 
pembangunan nasional, terutama bila diukur dari derajat keterlibatan warganya 
dalam penyelemggaraan tersebut, penyelenggaraan daerah tanpa adanya 
partisipasi masyarakat tidak dapat disebut berhasil sekalipun mungkin daerah 
tersebut telah maju dan mandiri. 
      Dengan demikian perlu untuk dilakukan penyempurnaan dalam 
penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah 
yang tentu saja diharmonisasikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Bidang 
sumber daya aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan 
diharapkan dapat mengembangkan sistem perencanaan sumber  daya aparatur 
pemerintah sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah, dan 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di era reformasi seperti sekarang 
ini. 
           Secara keseluruhan pemberdayaan sumber daya aparatur daerah bukan saja 
bermakna meningkatkan kapasitas (capacity building), tetapi juga akuntabilitas 
(accountability) aparatur dalam arti yang luas. Maka dari itu Mamuju sebagai ibu 
kota Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan Provinsi termuda di Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia sangat di tuntut memiliki aparatur pemerintah yang 
memiliki keahlian dan profesionalisme guna dapat mengelola serta 
mengembangkan potensi yang dimiliki daerah tersebut demi pencapaian cita-cita 
daerah itu sendiri dan cita bangsa Indonesia dengan jalan peningkatan kualitas 
sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur pemerintah di daerah tersebut. 
Sebagai daerah otonom yang perlahan demi perlahan mulai berlkembang dalam 
segala bidang khusunya di bidang pemerintahan, Kabupaten Mamuju di tuntut 
berusaha untuk meningkatkan serta menjaga profesionalisme, dan bukan hanya itu 
restrukturisasi kelembagaan pemerintah Kabupaten Mamuju haruslah sesuai 
dengan aturan perundang-undangan dimana mengacu pada PP Nomor 41 tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti  oleh 
Permendagri No 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan perangkat 
daerah, hal ini dilakukan agar lembaga yang ada tidak tumpah tindih.  
      Akan tetapi situasi dilapangan ternyata menimbulkan pertanyaan dari berbagai 
pihak dimana terjadi beberapa masalah yg timbul dan bahkan berusaha untuk 
mempertanyakan kapasitas sumber daya apatur yang ada, karena seperti kita 
ketahui bersama bahwa aparatur pelaksana yang baik merupakan faktor yang 
esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, aparatur merupakan pelaku 
dan penggerak dalam proses mekanisme pemerintah tersebut supaya berjalan 
dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Maka 
aparatur pelaksananya harus pula baik, aparatur yang baik adalah aparatur yang 
memiliki kemampuan/kecakapan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-
tugasnya. Kualitas/kemampuan aparatur pemerintah akan tercermin melalui cara 
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melayani, mengayomi, serta menunjukkan prakarsa dan peran aktif masyarakat 
dalam pembangunan serta tanggap terhadap aspirasi rakyat. 
      Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis 
kemampuan sumber daya aparatur pemerintah di Kabupaten Mamuju, yang 
merupakan salah satu daerah otonomi dan merupakan ibukota dari Provinsi yang 
baru terbentuk yaitu Provinsi Sulawesi Barat, yang dimana aparat pemerintahnya 
dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan fungsi dan 
tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut maka 
penulis mengangkat sebuah judul yaitu : “Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan di kantor sekretariat kabupaten 
mamuju”. 
1.2 RumusanMasalah 
      Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah : 
1. Bagaimana kondisi sumber daya aparatur pemerintah di kantor secretariat 
kabupaten Mamuju? 
2. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia mlalui pendidikan dan 
pelatihan pada kantor secretariat  kabupaten Mamuju? 
 
3. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung optimalisasi 
kualitas sumber daya aparatur pemerintah di kantor secretariat kabupaten 
Mamuju? 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 
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1. Maksud Penelitian 
      Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisa sumber daya 
aparatur pemerintah di sekretariat kabupaten Mamuju. 
2. Tujuan Penelitian 
Adapuntujuandaripenelitian yang akandilakukanadalah : 
1. Untukmengetahuibagaimanakondisisumberdayaaparaturpemerintah  
dikantorsekretariatkabupatenMamuju. 
2. Menganalisissumber dayaaparatur melalui pendidikan dan pelatihan  di 
kantor sekretariat kabupaten mamuju  
3. Untukmengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan 
menghambat optimalisasi sumberdaya aparatur di kantor sekretariat 
kabupaten Mamuju. 
1.4.Manfaat Penelitian/Kegunaan Penelitian 
      Kegunaan Praktis dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai bahan 
masukan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mengetahui sejauh mana 
tingkat sumber daya aparatur pemerintah di sekretariat kabupaten Mamuju, 
kemudian dapat dijadikan dasar untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan 
dimasa yang akan datang. 
1.5.Kerangka Konsep 
 
PENGEMBANGAN SDM DALAM ERA 
OTONOMI DAERAH 
Landasan pelaksanaan : 
1. UU No. 12 Tahun 2008 
tentangOtonomi Daerah 
2. UU No. 43 Tahun 1999 
TentangPokok-pokokKepegawaian 
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7.Metode Penelitian 
 
1.6.Metode Penelitian 
1. TipedanDasarPenelitian 
      Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian 
Deskriptif, dimana tipe penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 
untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) 
tanpa membuat perbandinganatau menghubungkan antara variabel satu dengan 
variabel yang lain.  
1.6 Teknik Pengumpulan Data 
1. PenelitianLapangan 
FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI : 
 Penghambat 
 Pendukung 
USAHA-USAHA PENGEMBANGAN SDM : 
1. PendidikandanPelatihan 
2. PengembanganKarirdanDisiplin 
3. Motivasi 
4. Perpindahan (Mutasi) 
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      Dalam Penelitian lapangan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 
 Observasi 
 Wawancara 
 Kuesioner 
 1.7.Analisis Data 
Untukmendapatkanhasil yang yangobyektifdalampenelitianini, maka data 
yang 
didapatkandilapanganakandiolahdandianalisasecarakualitatifdankuantitatif, 
yaitudenganmenggambarkandanmenjelaskanhasil-
hasilpenelitiandarisejumlah data-data yang telahdiperoleh di 
lapanganselamapenelitianberlangsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
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TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia  
a. Definisi Sumber Daya Manusia  
      Nawawi (2001:43) mengemukakan bahwa terdapat tiga pengertian sumber 
daya manusia, yaitu:  
1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu 
organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau pegawai).  
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi 
dalam mewujudkan eksistensinya.  
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi 
sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat 
mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam 
mewujudkan eksistensi organisasi.Sumber daya manusia memiliki peranan yang 
sangat penting dalam mewujudkan organisasi yang ideal dan memenuhi standar 
mutu yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk mencapai standar mutu tersebut, 
maka harus diciptakan situasi yang mendukung. Perhatian dan pengkajian 
terhadap sumber daya manusia haruslah terus berkembang dan berubah, seirama 
dengan dinamika kehidupan manusia.  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
      Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum wilayah dan potensi daerah 
kabupaten mamuju yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi dan 
keadaan social budaya dan ekonomi. Selain itu, akan diuraikan pula gambaran 
umum tentang kantor sekretariat kabupaten mamuju yang terdiri dari visi misi, 
susunan organisasi, dan tugas dan fungsi sekretariat kabupaten mamuju. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
      Tingkat umur responden dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Mamuju berada dalam rentang usia produktif. Hasil penelitian  menunjukkan 
bahwa rata-rata umur responden adalah 28-37 tahun dari responden yang diteliti. 
Hal ini berarti pula bahwa dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju 
terdapat sumber daya aparatur yang dapat dikembangkan lebij lanjut. Dengan 
demikian segi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta 
pengembangan aparatur dapat lebih mendukung efektifitas pelaksanaan seluruh 
tugas mereka 
      Dari segi umur responden menunjukkan bahwa pentingnya pengembangan 
aparatur dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju. Salah satu hal 
yang perlu ditinjau dalam kaitannya dengan sumber daya aparatur adalah masalah 
pangkat I golongan dalam jabatan. Dalam kajian pengembangan aparatur, maka 
aspek pangkat / golongan menjadi indicator peluang keberhasilan dalam prosese 
pencapaian sasaran program tersebut, menunjukkan 13 orang (48,14 %) memiliki 
golongan III, 12 orang (44,44 %) bergolongan II, dan 2 orang (7,40 %) 
bergolongan IV. Dengan demikian jabatan structural yang berada di Sekretariat 
Daerah Kabupaten Mamuju dapat diisi oleh golongan serendah-rendahnya 
golongan II. 
      Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden Perempuan lebih 
banyak dibandingkan dengan jumlah responden Laki-laki yang menjadi sampel 
dalam populasi ini. 
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Keadaan ini menggambarkan bahwa pekerjaan yang ada pada Kantor 
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat cenderung tidak 
menggunakan kekuatan fisik yang berat sehingga responden yang kami ambil 
pada Kantor ini pada umumnya berjenis kelamin perempuan. Hal ini 
memperlihatkan bahwa bahwa dominasi pegawai di Kantor Sekretariat Daerah 
Kabupaten Mamuju masih lebih banyak pegawai yang berjenis kelamin 
perempuan dibanding dengan pegawai yang berjenis kelamin laki-laki. 
      Dimensi lain dalam kaitannya dengan dukungan peningkatan kualitas sumber 
daya aparatur adalah jenis dan kategori pendidikan terakhir yang telah ditempuh 
sebagai indicator persiapan aparatur dan peneyelesaian kemampuan sesuai dengan 
tuntutan tingkat pendidikan yang diperlukan.  
      Dalam kaitannya dalam SDM aparatur pada sekretariat Daerah Kabupaten 
Mamuju perlu peningkatan kualitas dan kualifikasi jenis pendidikan mulai dari 
SMU ke akademi sampai dengan tingkat sarjana melalui program pendidikan 
Formal dalam dimensi pengembangan sumber daya aparatur. 
Ditinjau dari segi tingkat pendidikan Responden pada Kantor Sekretariat 
Daerah Kabupaten Mamuju sangat berpotensi untuk mengoptimalisasi 
kemampuan mereka dan mengembangkannya, dan cukup potensial untuk 
dikembangkan dalam karier di masa mendatang, serta peningkatan pengetahuan 
dan keahlian untuk mengisi formasi jabatan dalam rangka peningkatan kualitas 
aparat pemerintah.  
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      Pengalaman kerja merupakan salah satu indicator untuk melihat kekuatan dan 
kesiapan aparatur dalam melakukan serangkaian pelayanan kepada masyarakat 
umum. Hal ini berarti semakin berpengalaman aparat tersebut, maka akan 
cenderung pelayanan kepada masyarakat juga semakin memuaskan 
      Pengalaman kerja mempengaruhi penguasaan terhadap tugas yang diemban, 
oleh karena itu semakin lama seorang aparat menghadapi suatu pekerjaan maka 
akan semakin dikuasai dan semakin mahir pekerjaan yang dihadapai oleh aparat 
tersebut. 
Program pendidikan dan pelatihan harus dihubungkan dengan analisis pekerjaan, 
baik deskripsi pekerjaan maupun syarat-syarat pekerjaan. Yang pertama adalah 
suatu keterangan yang nyata dan teratur mengenai kewajiban dari tanggung jawab 
tertentu dan sekaligus merupakan gambaran menyeluruh tentang tugas dan 
pekerjaan yang akan diberikan kepada seorang tenaga kerja (job description). 
Kedua adalah informasi menyeluruh yang harus dipenuhi tenaga kerja, baik 
menyangkut materiil, immateril, maupun intelektual agar dapat memangku suatu 
pekerjaan yang akan diberikan kepadanya (job specification). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seoarang pegawai yang pernah 
mengikuti Diklat mengikuti Diklat Struktural (Diklatpim IV dan Diklatpim III) 
menyatakan bahwa : 
“Sebelum mengikuti Diklat terlabih dahulu diseleksi, pegawai yang tidak 
sesuai tupoksi dengan jenis Diklat otomatis tidak akan lulus seleksi. Kalau 
begitu kan percuma saja”. 
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Materi Pendidikan dan Pelatihan  
      Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti : Sikap dan semangat pengabdian 
yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tanah air, kompentensi teknis, 
manajerial, efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan 
dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja 
dan organisasinya. Diperlukan materi atau kurikulum Diklat yang sesuai jenis 
Diklat dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. 
4.2 Faktor-
faktorPendukungdanpenghambatPelaksanaanPengembanganSumberDayaA
paratur di Kantor SekretariatKabupatenMamuju 
      Secara umum bahwa tingkat kinerja para pegawai baik pegawai swasta 
maupun Aparatur Pemerintah dimanapun mereka bekerja secara kuntitatif maupun 
kualitatif dipengaruhi oleh beberapa macam faktor. Faktor-faktor tersebut dapat 
dikelompokkan menjadi dua kelompok utama yaitu faktor yang datang dari dalam 
diri manusia itu sendiri, dan faktor yang datang dari luar diri manusia. 
      Faktor-faktor yang datangnya dari dalam diri manusia dan luar diri manusia 
yaitu keadaan yang datangnya dari dalam dan dari luar yang mempengaruhi 
kondisi dan lingkungan kerja yang kurang menyenangkan maupun yang 
menyenangkan, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai, yang pada akhirnya akan berdampak pula pada kinerja 
organisasi secara keseluruhan. 
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      Dengan demikian penelusuran secara sadar bahwa pencapaian suatu kinerja 
yang maksimal tentunya ada faktor yang melatarbelakangi, mengapa ada aparat 
yang berkinerja rendah/buruk dan ada pula yang berkinerja baik. Pemahaman ini 
penting terutama untuk mengantisipasi pengembangan sumber daya manusia 
aparatur di kantor Sekretariat Kabupten Mamuju dalam pelaksanaan fungsi 
pelayanan publik. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi baik 
buruknya kinerja aparat, pengelola sumber daya manusia dapat mengklasifikasi 
faktor-faktor yang perlu diperbaiki. 
Kesimpulan  
      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 
sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan yaitu sebagai berikut :  
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan 
kantor sekretariat kabupaten mamuju belum tercermin sebagaimana mestinya 
karena dilihat dari :  
a. Pengelolaan pengembangan melalui Diklat Teknis belum dapat terlihat secara 
maksimal. Ketidakmaksimalan ini disebabkan fokus pengembangan sumber daya 
manusia di kantor sekretariat kabupaten mamuju lebih diorientasikan pada Diklat 
Struktural dari pada Diklat Teknis.  
b. Selain permasalahan di atas, ketersediaan anggaran turut menjadi penghambat 
belum terlaksanaanya Diklat secara maksimal. Besarnya jumlah anggaran yang 
harus dikeluarkan tidak seimbang dengan besarnya alokasi anggaran yang 
disediakan daerah.  
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2. Pasca Diklat beberapa pegawai belum memperlihatkan perubahan kualitas yang 
signifikan. Orientasi pegawai yang lebih cenderung untuk menduduki jabatan 
dengan kompensasi lebih baik. Mencari insentif yang diperlukan dalam cita-cita 
mereka untuk promosi pada jenjang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
